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ABSTRAK

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer
dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Seiring dengan berkembangnya
waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin
marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak-setujuan ahli waris (non-
muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Dalam Islam sendiri,
para ulama mazhab telah sepakat melarang kewarisan beda agama ini. Bagi
anggota keluarga yang bukan beragama Islam, mereka akan termahjubkan dengan
status mereka karena memiliki agama yang berbeda. Abdullah Ahmad an-Na’im
(selanjutnya ditulis an-Na’im) tidak sepakat dengan gagasan hukum yang
dihasilkan oleh ulama mazhab. Terhalangnya orang yang berbeda agama dengan
pewaris itu merupakan diskriminasi hukum keluarga dan hukum syariah. Dalam
praktik pembagian hak waris kepada ahli waris beda agama di masyarakat muslim
Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KHI yang diberlakukan di lingkungan
PA dengan tetap mengikuti pendapat Jumhur fugaha. Permasalahan yang
penyusun kaji adalah bagaimana kewarisan beda agama menurut an-Na’im dan
bagaimana istinbath hukumnya, serta relevansi pemikirannya dalam kewarisan
beda agama dengan hukum kewarisan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary research) dengan
menela’ah karya dan pemikiran an-Na’im yang sesuai dengan obyek kajian tesis
ini. Adapun objek kajian yang digunakan sebagai data primernya adalah karya-
karya an-Na’im. Di samping itu, sumber-sumber lain yang ada hubungannya
dengan masalah yang diteliti dan ditempatkan sebagai sumber data sekunder. Data
yang diperoleh lewat sumber primer dan sekunder, dianalisis secara seksama,
kritis, dan mendalam.

Hasil penelitian atau temuan dalam kesimpulan bahwa konsepsi kafir yang
disebutkan sebagai penyebab penghalangnya hak waris semestinya dihapus karena
penghalang atas nama kafir jelas diskriminasi terhadap ahli waris yang berbeda
agama. Kafir dalam bahasa an-Na’im tidak seperti terminologi para ulama klasik
yang terjebak pada terminologi yang tidak adil. An-Na’im menawarkan jalan
keluar yang Islami dengan cara mereformulasikan dan memperbaharui prinsip-
prinsip syariah, yakni dengan mencari ayat yang satu dengan ayat yang lain.
Menurutnya, dalam pendirian syariah haruslah memiliki prinsip dasar
epistemologi yang jelas. An-Na’im menawarkan konsep nasakh terbalik yang
pernah dicanangkan oleh gurunya. Esensi pendekatan ini adalah membalik proses
nasakh itu sendiri. Jika selama ini ayat Madaniyyah menasakhkan (menghapus)
ayat Makkiyah, maka an-Naim mengusulkan agar ayat Makkiyah yang
menasakhkan (menghapus hukum) ayat Madaniyyah. Indonesia adalah negara
nasionalis, bukan negara Islam. Muslim Indonesia mayoritas adalah penganut
mazhab Syafi’i dalam fikih. Mazhab-mazhab yang dipahami adalah mazhab yang
diproduki oleh ulama klasik. Pemikiran an-Na’im yang menyatakan bahwasanya
kewarisan beda agama dalam Islam adalah bentuk diskriminasi atas dasar agama
tidak berlaku di Indonesia dan tidak bisa diterapkan oleh masyarakat Indonesia
yang memiliki kemajemukan dalam sistem keagamaannya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan
0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Latin Huruf Keterangan
| Alief - Tidak dilambangkan
« Ba’ B -
) Ta’ T -
Sl Sa’ S s dengan titik di atasnya
z Jim J -
z Ha’ H h dengan titik di bawahnya
z Kha’ Kh -
3 Dal D 3
X Zal Z z dengan titik di atasnya
B Ra’ R -
B Za Z -
o Sin S -
g Syin Sy -

U Sad S s dengan titik di bawahnya
Ua Dad D d dengan titik dibawahnya
L Ta’ T t dengan titik di bawahnya
L za z z dengan titik di bawahnya
& ‘Ain ¢ Koma terbalik di atasnya

¢ Gain G -




s Fa’ F ;
3 Qaf Q :
| Kaf K .
J Lam L -
A Mim M -
O Nun N -
E Wawu W -
> Ha’ H -
e Hamzah ¢ Apostrof
< Ya’ Y -

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

&3 : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia
dclen  :ditulis jami‘ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.
Al dass: ditulis ni‘matullah

Lhdl 35 ditulis zakatul-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u



. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-
masing dengan tanda ( ~ ) di atasnya

2. Fathah + ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu

mati ditulis au

. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof (‘)

gﬁiﬁ : ditulis a’antum

&ise : ditulis mu’annas

. Kata Sandang Alief + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

Ol ditulis al-Qur’an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah
yang mengikutinya

dall) : ditulis asy-syi‘ah

. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

oY) 7l ditulis syaikh al-Islim atau syaikhul-Islim



J. Lain-Lain
Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(seperti kata ijmak, nas, dIl.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan

ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena
pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak
menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Kematian
seseorang sering berakibat timbulnya sengketa di kalangan ahli waris mengenai
harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-
pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Salah
satu hal yang memungkinkan terjadinya sengketa waris adalah perbedaan
agama antara pemilik harta dan penerima harta dalam keluarga.

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer
dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, al-Qur’an tidak
menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim, sedangkan hadis juga
tidak memberikan penjelasan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non
muslim. Namun di sisi lain, tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal
yang sebaliknya. Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang
terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak. Salah satu
faktor penyebabnya adalah ketidak-setujuan ahli waris yang berbeda agama
terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil.

Dalam Islam sendiri, para ulama mazhab (Syafi’i, Hanafi, Maliki,
Hambali) telah sepakat melarang kewarisan beda agama ini. Bagi anggota
keluarga yang bukan beragama Islam, mereka akan termahjubkan dengan
status mereka karena memiliki agama yang berbeda. Artinya seorang muslim
tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu pula non muslim tidak
mewarisi harta pewaris yang muslim. Adapun yang menjadi dasar dari
halangan ini adalah Hadis yang melarang pemberian harta kepada orang yang

memiliki keyakinan yang berbeda, yaitu:



58 OLle o gee 8 e 0 05 DLt ) 8 i ) o eole il W)
Vo AU Ledl o ¥ B oy ade &) o o1 O Lgie ) o) a2l

Sl olgy (Pt 3

“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain

dari ‘Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi saw. bersabda:

Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orvang kafir tidak

mewarisi orang muslim.”"

Nash hadis di atas merupakan salah satu dasar para ulama mazhab dalam
menetapkan suatu kesepakatan mengenai ketentuan bahwa keluarga dekat
(suami atau istri, bahkan anak sekalipun) yang tidak muslim atau muslimah
bukan merupakan ahli waris. Perbedaan agama yang menjadi penghalang
mewarisi adalah apabila ahli waris dan muwarris salah satunya beragama Islam
dan yang lainnya bukan Islam. Perbedaan agama sebagai penghalang
kewarisan diperhitungkan pada saat muwarris meninggal, karena pada saat
itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku. Hadis yang diriwayatkan

dari Abdullah bin Umar ra., Nabi saw., bersabda:
915 sl olyy (Cntbe Jol &jlo Y )
“Tidak saling mewarisi antara kedua penganut agama yang berbeda 2

Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berbeda
agama adalah kafir dan Islam. Adapun orang kafir, boleh saja saling mewarisi
di antara mereka sebagaimana realitas yang berlaku. Tidak adanya hubungan
antara non muslim dan muslim ini dapat dipahami dari firman Allah swt.,

dalam surat al-Nisa ayat 141, yang bunyinya:
Ol Eeddd Jo S0 A o2 205 )

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang

. 3
kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.

! Al-lmam al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Shahih Bukhori
(Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), juz 4, h.11.
? Abu Daud, Sunan Abi Daud (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, tt), h.329.



Sedangkan ulama pembaharu Islam seperti Abdullah Ahmad an-Na’im
tidak sepakat dengan gagasan hukum yang dihasilkan oleh ulama mazhab.
Beliau mengatakan bahwa terhalangnya orang yang berbeda agama dengan
pewaris itu merupakan diskriminasi hukum keluarga dan hukum syariah.
Pengabaian berbagai pembenaran-pembenaran historis dan berbagai masalah
diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim dibawah syariah tidak dapat
lagi dibenarkan.* Diskriminasi atas nama agama dan gender dibawah syariah
juga telah melanggar penegakan hak asasi manusia. Menurutnya, kafir untuk
saat ini tidak relevan diterapkan jika didalamnya mengandung unsur
diskriminatif, ketidakadilan, dan menciderai hak asasi manusia. Konsepsi kafir
dalam konsep fikih Islam yang disebutkan sebagai penyebab penghalangnya
hak waris semestinya dihapus karena “penghalang atas nama kafir ataupun
murtad” jelas diskriminasi terhadap ahli waris yang berbeda agama. Kafir
dalam bahasa an-Na’im tidak seperti terminologi para ulama klasik yang
terjebak pada terminologi yang tidak adil.

An-Na’im menegaskan bahwa ketentuan syariah- yang mengajarkan
diskriminasi tersebut haruslah di mansukh oleh ketentuan syariah yang lebih
universal.” Aturan normatif yang telah diberlakukan dalam hukum Islam ini
kemudian mengikat setiap pemeluknya untuk menjalankannya. Namun realitas
sosial kadangkala berbeda dengan apa yang sudah dicita-citakan dalam sebuah
aturan.

Kondisi masyarakat yang multikultural juga ikut menambah rumitnya
kewarisan Islam untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya,
kebanyakan dari masyarakat Indonesia sendiri memiliki kemajemukan dalam
sistem keagamaannya. Kadangkala dari salah satu keluarganya memiliki
perbedaan keyakinan. Hukum di Indonesia juga mengenal tiga sistem hukum

untuk mengatur proses pembagian harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris.

3 Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Waris Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, Cet.I, 1995),
h.144.

* Abdullah Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan
Hubungan Internasional dalam Islam (Yogyakarta: LkiS, 1990), h.281.

> Abdullah Ahmed an-Na’im, Op.Cit., h.338.



Di antaranya Islam, Buergerlijk wet book dan hukum adat. Dalam
kebiasaannya, hukum Islam hanya dipakai oleh kalangan umat Islam dalam
pembagian kewarisannya. Sedangkan hukum Perdata Barat (burgerlijk wet
book) dan hukum adat lebih sering digunakan oleh masyarakat pribumi dan
pemeluk agama yang lain.

Perbedaan yang paling mencolok di antara ketiganya juga terlihat saat
memaknai aturan mengenai hak orang yang berbeda agama dalam
mendapatkan harta warisan. Islam telah menegaskan bahwa orang yang
berbeda agama merupakan salah satu faktor penghalang seseorang tersebut
mendapatkan harta warisan. Sedangkan disebutkan dalam hukum adat bahwa
perbedaan agama bukanlah salah satu penghalang bagi terlaksananya proses
peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada waris dan siapa yang lahir
terlebih dahulu bukan merupakan soal dalam hal kewarisan.®

Dalam praktik pembagian hak waris kepada ahli waris beda agama di
masyarakat muslim Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KHI yang
diberlakukan di lingkungan PA dengan tetap mengikuti pendapat Jumhur
fugaha yang tidak membolehkan saling mewarisi antara orang muslim dan non
muslim, maka solusi yang ditawarkan Islam adalah dengan melalui wasiat
wajibah. Atau alternatif lain dengan melalui hibah. Dalam konteks ini
tampaknya pendapat Ibn Hazm dan Abdul Wahab Khallaf yang dipandang
relevan dan kontekstual yang mewajibkan kepada a/-muwarris untuk berwasiat
bagi ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena beda
agama. Karena jumhur fuqaha, sekalipun membolehkan berwasiat tetapi masih
terbatas kepada selain ahli waris dan sesama muslim.

Bahkan lebih jauh Ibnu Hazm menegaskan kalau ternyata al-muwarris
tidak berwasiat, maka hakim harus bertindak sebagai muwarris dengan
memberikan firkah kepada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak
warisnya. Pendapat Ibnu Hazm inilah kelihatannya yang dipraktikkan dan

dipegangi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merekonstruksi

e Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Waris Adat (Jakarta: Berita Penerbit, Cet.2, 1997),
h.79.



Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 83/pdt/1997/PA yk tanggal 4
Desember 1997 tentang Penetapan Ahli Waris non Muslim, tidak mendapatkan
hak waris karena amar putusannya berpedoman kepada KHI, pasal 171 huruf b
dan c yang menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.

Direkonstruksi dan diputuskan oleh MA dengan Keputusannya No.
51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, dinyatakan dengan memberikan
wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim yang kadar bagiannya
sama dengan ahli waris saudara kandung muslim. Pemberian bagian berupa
wasiat wajibah kepada anggota keluarga yang berbeda agama juga disinggung
dalam putusan No. 368 K/AG/1995. Begitu pula tentang hak waris isteri yang
berbeda agama dengan suaminya diputuskan oleh MA dengan keputusannya
No. 16K/AG/2010.

Di tengah-tengah keberanian MA dalam memutuskan ahli waris non
muslim, MUI merespon putusan MA yang memberikan warisan pada ahli
waris non muslim, dalam fatwanya MUI tetap melarang adanya peralihan harta
dari muslim kepada non muslim dengan cara pewarisan, berdasarkan pada
keputusan fatwa MUI No.5/MUNAS VII/9/2005 tentang kewarisan beda
agama menimbang bahwa belakangan ini sering terjadi kewarisan beda agama,
dan sering muncul pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda
agama, dan oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa

tentang kewarisan beda agama.

. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka muncul beberapa
masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mayoritas umat Islam selama ini berpendapat bahwa antara muslim dan non
muslim itu tidak saling mewarisi. Pemahaman ini sudah dianggap syariat
yang baku yang tidak mungkin untuk berubah.

2. Adanya pendapat minoritas yang berbeda dalam masalah kewarisan beda

agama ini tentu punya alasan yang kuat, baik tekstual maupun kontekstual.



3. Di antara pendapat yang berbeda dengan kalangan Ulama klasik adalah
pendapat Abdullah Ahmad an-Na’im dalam ketentuan kewarisan beda
agama.

4. Cara istinbath hukum Abdullah Ahmad an-Na’im dalam kewarisan beda
agama yang berbeda dengan Ulama terdahulu.

5. Ketentuan kewarisan beda agama menurut hukum kewarisan di Indonesia
yang sangat majemuk keagamaannya.

Untuk menjawab permasalahan disebutkan pada identifikasi masalah,
tentu tidak mungkin dilakukan dalam tesis ini. Oleh sebab itu, penulisan tesis
ini hanya akan berupaya menjawab masalah-masalah yang paling mendasar,
yaitu seputar bagaimana kewarisan beda agama menurut Abdullah Ahmad an-

Na’im dan relevansinya dengan hukum kewarisan di Indonesia.

. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan tiga pokok permasalahan
yang menurut penulis dianggap penting untuk dikaji:
1. Bagaimana kewarisan beda agama menurut Abdullah Ahmad an-Na’im?
2. Bagaimana proses Istinbath hukum Abdullah Ahmad an-Na’im dalam
kewarisan beda agama?
3. Bagaimana relevansi - pemikiran Abdullah Ahmad an-Na’im dalam

kewarisan beda agama dengan hukum kewarisan di Indonesia?

. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penulisan tesis ini
memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis waris beda agama menurut Abdullah Ahmad an-Na’im
2. Untuk menganalisis proses Istinbath hukum Abdullah Ahmad an-Na’im
dalam kewarisan beda agama
3. Untuk menganalisis relevansi pemikiran Abdullah Ahmad an-Na’im dalam

kewarisan beda agama dengan hukum kewarisan di Indonesia.



Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka penulisan
tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritik-akademik, untuk menambah sumber referensi, wawasan dan
pengetahuan bagi dunia hukum terutama bagi dunia hukum Islam serta
memberikan kontribusi dalam menentukan sikap dalam menghadapi
permasalahan sengketa pembagian harta warisan.

2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta dapat memperkaya
khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum Islam dan lebih khusus

tentang ilmu waris.

E. Tinjauan Pustaka
Beberapa karya tulisan yang secara membahas kewarisan beda agama
diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul “Warits Beda Agama Menurut Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah Ditinjau Dari Segi Mashlahat Dan Relevansinya Dengan Ijtihad
Kontemporer”. Tesis yang ditulis oleh Hamdan dari Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim ini menjelaskan pendapat Syekh Ibnu Qayyim
al-Jauziyyah mengenai waris beda agama antara muslim dan kafir dari segi
maslahahnya dan relevansinya dengan ijtihad kontemporer.’

2. Tesis yang berjudul “Pilihan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Beda
Agama” (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan
Negeri Medan 2011-2016). Tesis yang ditulis oleh Badai Husain Hasibuan
dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, menjelaskan mengenai
keputusan hakim yang memutuskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris
adalah pihak-pihak yang beragama Islam, dan pihak yang non Islam
(Kristen) tidak berhak menjadi ahli waris, namun masing-masing berhak

mendapatkan dari harta warisan tersebut melalui jalan wasiat wajibah.®

7 Hamdan, Warits Beda Agama Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah Ditinjau Dari Segi
Mashlahat Dan Relevansinya Dengan Ijtihad Kontemporer (Program Pascasarjana Prodi Hukum
Islam Konsentrasi Figih Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

® Badai Husain Hasibuan, Pilihan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama,
Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016
(Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).



3. Tesis yang berjudul “Wasiat Wajibah Sebagai Bentuk Penerobosan
Kewarisan Ahi Waris Non Muslim”. Tesis yang ditulis oleh Dorry Elvana
Sarie dari Universitas Diponegoro menjelaskan bahwa putusan hakim
tentang wasiat wajibah adalah didasari qiyas yang ilat hukumnya adalah
pemberian wasiat bagi kerabat yang tidak mewaris yang mana kepentingan
qiyas adalah menjamin kemaslahatan umum. Disamping itu, lembaga wasiat
wajibah dan waris adalah lembaga yang berbeda sehingga dalam
pelaksanaannya dapat saling melengkapi. Apabila dalam lembaga waris
haknya gugur, maka bentuk perlindungan yang dapat menghindari perasaan
ketidakadilan adalah lembaga wasiat.’

4. Tesis yang berjudul “Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Tentang
Pemberian Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan
Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj). Tesis yang ditulis oleh Yasin Yusuf
Abdillah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Kabanjahe telah menerapkan dan
memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, sebagaimana telah
diterapkan oleh mahkamah agung putusan perkara nomor: 51K/AG/1999.
ari aspek ontologi (hakikat hukum/paradigma) putusan ini adalah untuk
Jayanta Ginting. Putusan ini hakikatnya untuk mendapatkan keadilan,
kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para pihak. Hakikat hukum/paradigma
hukum untuk manusia lebih menekankan kepada hukum untuk memberikan
keadilan bagi Jayanta Ginting. Dari aspek epistemologi dalam pertimbangan
hukum, hakim mencoba melakukan penemuan hukum dengan mengisi
kekosongan hukum yang ada sehingga ahli waris beda agama dalam kasus
ini adalah Jayanta Ginting bisa memperoleh harta peninggalan orang tuanya.
Ini adalah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan memandang
maslahat yang lebih besar. Ahli waris beda agama (Jayanta Ginting) berhak
memperoleh harta warisan dari ayahnya yang beragama Islam berdasarkan

wasiat wajibah, bukan kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas

? Dorry Elvana Sarie, Wasiat Wajibah Sebagai Bentuk Penerobosan Kewarisan Ahi Waris
Non Muslim (Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang,
2005).



sebagai penerima wasiat secara serta merta walau tidak diwasiatkan. Hakim
dalam menangani kasus perkara nomor:2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj tidak sebagai
corong undang-undang/legalistic saja, tetapi lebih melihat kepada keadilan
dan kebahagiaan dengan mengembalikan hak yang seharusnya diperoleh
Jayanta Ginting."

Penelitian tentang kewarisan beda agama memang telah banyak dikaji
oleh beberapa penelitian dengan konteks kajian yang berbeda pula. Dari
beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa judul tesis yang
diangkat oleh penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum
pernah diangkat atau dipublikasikan sebelumnya.

Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada konsep kewarisan beda
agama menurut Abdullah Ahmad an-Na’im. Agar tesis ini berbeda dengan tesis
yang sudah ada, penulis juga akan lebih menekankan dalam tesis ini tentang
metode istinbath hukum yang digunakan oleh an-Na’im, dan selanjutnya
penulis akan menganalisis pemikiran an-Na’im tentang kewarisan beda agama
dengan konsep hukum Islam secara umum, maupun pendapat para ulama, serta

relevansinya dengan hukum kewarisan di Indonesia.

Kerangka Teori

Penjelasan tentang hukum waris dalam al-Qur’an dan Sunnah telah
ditetapkan, akan tetapi dimungkinkan masih ada penafsiran yang beraneka
ragam, karena berbenturan perubahan zaman. Memang perubahan zaman tidak
selalu  menentukan perubahan hukum, namun ketika kemaslahatan
menghendaki adanya perubahan hukum salah satu aspeknya adalah dalam
masalah kewarisan. Kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu
diperlakukan kepada siapa dialihkan dan bagaimana peralihannya."’

Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif

yang berusaha menggali aspek-aspek legal formal dan ajaran Islam dari

' Yasin Yusuf Abdillah, Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Tentang Pemberian
Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama, Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj
(Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Y A. Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Y ogyakarta: UII Press, 1990), h.2.
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sumbernya. Adapun salah satu teori yang dapat membantu dalam penelitian
tesis ini adalah metode magqashid al-syariah. Dimana teori ini menerangkan
bahwasanya setiap individu diwajibkan untuk memelihara kemaslahatan.
Dalam hakikatnya, maqashid al-syariah menitikberatkan dalam bidang
hifdz al-din (memelihara agama), hifdz al-nasl (memelihara keturunan), hifdz
al-nafsi (memelihara jiwa), hifdz al-aqli (memelihara akal), dan hifdz al-mal
(memelihara harta). Pengetahuan tentang magashid al-Syari’ah ditegaskan
oleh Abdul Wahab al-Khalaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan
alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur’an dan Sunnah, menyelesaikan
dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk
menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur’an dan
Sunnah secara kajian kebahasaan. Yang inti dari magashid al-syari’ah adalah
mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan

keburukan.'? Dari keterangan di atas, dapat diambil gambaran sebagai berikut:

p
Kewarisan beda agama menurut al-Qur’an dan Hadis ]
.
p A
Pandangan Ulama fikih tentang waris beda agama
N

Kewarisan beda agama
menurut an-Na’im

Hukum kewarisan di

Indonesia
_ N
L 5 Relevansi P
Y,
2\
> { Kemaslahatan —
y,

2 Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UII
Press, 1999), h.92.
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G. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelitian pustaka
(library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan
literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil
penelitian dari penelitian terdahulu."’ Studi kepustakaan ditempuh guna
mengetahui secara pasti informasi-informasi yang terkait dengan kewarisan
beda agama.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research)
dengan menela’ah karya dan pemikiran an-Na’im yang sesuai dengan obyek
kajian tesis ini. Data primer yang menjadi acuan adalah data yang
menghimpun pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan, baik
pengertian ataupun data fakta yang diketahui ataupun suatu gagasan (ide),
berkaitan dengan kewarisan beda agama dan tokoh yang diteliti.

Adapun objek kajian yang digunakan sebagai data primernya adalah
karya-karya an-Na’im, seperti: buku Dekonstruksi Syari’ah: Wacana
Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam
Islam, terjemahan dari Toward An Islamic Reformation Civil Liberties,
Human Right, And Internasional Islamic Law. Di samping itu, sumber-
sumber lain terdekat yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti
dan ditempatkan sebagai sumber data sekunder.

Data sekunder adalah data yang digunakan berupa buku, tesis, jurnal
ilmiah, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.
Adapun objek kajian sekunder adalah referensi-referensi lain yang berkaitan

dengan pembahasan konsep kewarisan beda agama.

Y Ahmad Patiroy, Ringkasan Bahan Kuliah Metode Penelitian, tidak diterbitkan (Fakultas
Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h.7.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian perpustakaan ini, penulis
melakukan pelacakan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan
materi pembahasan. Dokumentasi dapat digambarkan dalam langkah-
langkah penelitian ini sebagai berikut:

a. Mencari bahan-bahan. Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan
data-data yang ada hubungannya dengan pemikiran Abdullah Ahmad an-
Na’im tentang waris beda agama.

b. Melengkapi bahan-bahan primer diatas dengan bahan-bahan pendukung
dari karya ulama lain dan para pakar fikih yang menulis dan menganalisis
pandangan tersebut, baik dari fikih klasik maupun kontemporer.

c. Mengumpulkan data dari beberapa kitab tersebut dan ditempatkan pada
sub-sub bahasan penelitian tesis ini.

4. Pengolahan data

Data yang penulis peroleh lewat sumber primer dan sekunder
sebagaimana disebutkan diatas, diolah secara kritis dan mendalam untuk
dapat mengetahui bagaimana ijtihad an-Na’im tentang waris beda agama.

5. Analisis data

Dalam menganalisis dan mengelola data yang diperoleh, penulis
menggunakan teknik analisis deskriptif sebagaimana yang sering dilakukan
dalam penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian ini tidak menggunakan
data berupa angka-angka, maka teknik yang digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya data
tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan teknik analisis
deskriptif, dengan melalui tahapan-tahapan tertentu, yakni identifikasi,
klasifikasi, dan selanjutnya diinterpretasikan melalui penjelasan-penjelasan
deskriptif.

Data yang diperoleh lewat sumber primer dan sekunder seperti
disebutkan di atas, dianalisis secara seksama, kritis, dan mendalam, dengan

cara: Pertama, menyebutkan pendapat-pendapat ulama tentang waris beda
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agama secara rinci. Kedua: menyebutkan dalil-dalil dan penunjukkannya
(wajhu  al-dilalah) tiap-tiap pendapat secara tersendiri. Ketiga:
mendiskusikan dalil-dalil secara tertib. Keempat: mengambil mana pendapat
yang paling kuat (tarjih) antara tiap-tiap pendapat, kemudian ditarik

kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibuat dengan alur sistematika
yang disusun berdasarkan imajinasi kreatif model kerangka berpikir segitiga,
yaitu dimulai dari landasan yang umum sampai pada pokok penelitian.
Sistematikanya dituangkan dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, terdiri dari: latar belakang
masalah yang menguraikan alasan dasar penelitian ini dilakukan; batasan dan
rumusan masalah yang memberi batasan-batasan permasalahan dan lingkup
kajian yang diteliti, diwujudkan dalam beberapa bentuk pertanyaan penelitian;
tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan sasaran akhir dan kontribusi
penelitian; kajian pustaka untuk menelaah beberapa karya tulisan yang senada
dengan penelitian dan menelaahnya untuk mencari celah-celah topik yang
belum diungkap dalam penelitian terdahulu; kerangka teori yang digunakan
sebagai wadah dan pijakan berpikir dalam menganalisis persoalan yang ada
dalam lingkup penelitian ini; metode penelitian yang menguraikan sarana-
sarana dan strategi bagaimana langkah-langkah pengumpulan data, pengolahan
data, dan menganalisisnya menjadi satu kesatuan kerangka pikir yang dapat
dipahami secara runtut, logis, dan rasional; dan sistematika penulisan yang
menjelaskan secara runtut urutan-urutan yang akan dianalisis sehingga
persoalan tersebut dapat dibahas secara berurutan. Bab ini merupakan kerangka
awal arah dan fokus penelitian yang dilakukan, dengan mengemukakan dasar
pentingnya masalah ini diteliti secara mendalam. Bab ini merupakan kunci
pembuka bagi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab kedua yang menggambarkan tinjauan umum tentang hukum

kewarisan beda agama. Bab ini akan menjelaskan secara umum tentang
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pengertian dan dasar hukum waris beda agama, kewarisan beda agama menurut
hukum Islam, dan kewarisan beda agama menurut hukum kewarisan di
Indonesia.

Bab ketiga tentang biografi Abdullah Ahmad an-Na’im, mulai dari asal
usul keluarganya, pendidikannya, karya-karyanya, pemikirannya tentang
kewarisan beda agama, serta istinbath hukumnya. Bab ini bertujuan untuk
melihat latar belakang munculnya pemikiran dan pemahaman sang tokoh
tentang hukum kewarisan beda agama dan cara beliau dalam beristinbath atau
menggali hukum kewarisan beda agama. Tujuannya adalah untuk memperoleh
gambaran yang jelas dan tepat dalam menafsirkan pola pikir sebuah pemikiran
yang dilontarkan tokoh liberal ini.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis pemikiran an-Na’im tentang
kewarisan beda agama, serta relevansinya dengan bingkaian hukum kewarisan
di Indonesia.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari

rumusan masalah penelitian dan saran-saran.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN
DI INDONESIA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Beda Agama
1. Pengertian Waris Beda Agama
Kata waris berasal dari bahasa Arab waratsa yaritsu wartsan ( — <.

U)s- <& n) yang secara etimologi memiliki beberapa makna, yaitu:

a. Intigal (J\&s)) seperti fulan waratsa abahu maknanya memindahkan harta

kepada si fulan setelah meninggal ayahnya (<l A ale 4J| |&s)). Kata
intiqal ini adakalanya hakikat memindahkan harta kepada ahli warits atau
makna memindahkan ilmu, seperti sabda Rasulullah saw.,:

(LY B9 n slalall O] )

"Sesungguhnya Ulama itu adalah pewaris para Nabi”**

b. Al-amr al-qadim (ﬁ-\ﬂ\ Jﬁag‘), seperti (f“-@ PP Jr'iﬂ‘ o Jﬁ?\ &yl ¢3)
maknanya orang pertama mewarisi satu urusan yang lama kepada orang
lain."”

c. Al-mirats (&) maknanya (Swed) & &9y8ed) JWd) artinya harta
yang diwariskan dari mayit.'°

d. Al-ashl (J-=3) seperti: (G2l Jol 3 T Ball &) & 52)."7

" Al-Hafidz Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn
Majah, (t.t Dar Thya“ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), I, h.81.

'S Imam Abi al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim Ibn Manzhir al-Mishri, Lisdn
al-‘Arab, (Beirut: Dar Shadir, t.th), II, h. 111. Lihat juga Az-Zabidi al-Hanafi, 7dj al- ‘uriis min
Jauhar al-Qamiis, 1, h.599.

' Bathras Bustani, Muhith al-Muhith Qamiis muthawwal al-Lughat al-Arabiyah, (t.t:
t.tp,t.th), I, h.16.

' Tbnu Manzhur, Op.Cit., h.111.

15
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e. Al-bagiyah (%&3)) seperti (4w &) sbuil o &)Y g2 14a). Sebagaimana

dalam hadis Nabi:

S liss 1 3e ol U et ape ol s oy ade ) Lo 1 0T

(=l ol o Sl e oSSl jeds (Sl

“Sesungguhnya Nabi saw., mengutus Ibn Murabba’ al-Anshari
kepada penduduk ‘arafah, maka ia (ibnu murabba’) Jadilah kamu
atas mensyi’arkan ini, maka sesungguhnya kamu meneruskan dari

0 18

agama Ibrahim”.

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, waris dalam bahasa Arab adalah
bentuk mashdar (infinitify dari kata waritsa—yaritsu—irtsan-miratsan.”
Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang
kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Kata waris
berasal dari bahasa Arab mirats. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang
berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli
warisnya.?’

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, salah satunya waris
adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-
bagian yang diterima dari harta peniggalan itu untuk setiap yang berhak.*’
Salah seorang tokoh fikih Indonesia, Hasbi al-Shiddieqy, menjelaskan
bahwa “waris adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan
yang tidak mewarisi bagian penerimaan setiap ahli warits dan tata cara
pembagiannya™®. Faraidh dalam istilah mawarits dikhususkan untuk suatu

bagian ahli warits yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’.

Sebagian ulama mendefinisikan ilmu faraidh adalah

8 Abi ‘Isi Muhammad bin ‘Isd Ibn Saurah al-Tirmidzi, al-Jami’ al-Shahih Sunan al-
Tirmidzi, cet. 11, (Mesir: Mushthafa Bab al-Halabi, 1388 H), III, h.21.

' Muhammad Ali al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. Basalamah, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1995), h. 33. Lihat Ibnu Mandzur, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar Shodir), Juz II,
h.199-201.

% Dian Khairul Umam, Fikih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.11.

! Muhammad Syarbini al-Khathib, Mughni al-Muhtdj, (Kairo: Mushthafa al-Bab al-Halabi,
1995), 111, h.3.

22 Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Fikih Mawaris, (Y ogyakarta: t.p, t.th), h.8.
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“llmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka,
pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan
kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-
bagian dari harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian
dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.”23

Menurut Ali al-Shabuni waris ialah berpindahnya hak kepemilikan

dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik

yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa

hak milik legal secara syar’i.

24

Di bawabh ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum

waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:

a.

Waris:

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan)
orang yang telah meninggal.

Warisan:

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

Pewaris:

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia
dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat
Ahli waris:

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang

berhak menerima harta peninggalan pewaris.

. Mewarisi:

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah
mewarisi harta peninggalan pewarisnya.”
Proses pewarisan:

Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:

% Ibid

 Muhammad Ali al-Shabuni, Op.Cit., h. 33.

2 W.I.S. Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdikbud, Pusat
Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982, h. 1148.
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1) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih
hidup, dan
2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah soal apakah dan
bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan
seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang
masih hidup.”® Hilman Hadikusumah mengemukakan bahwa warisan
menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang
kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam
keadaan tidak terbagi-bagi.””

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk
menamakan hukum kewarisan Islam seperti: faraid, fikih mawaris, dan
hukum al-mawaris. Menurut Mahally, lafaz faraid merupakan jamak
(bentuk umum) dari lafaz faridah yang mengandung arti mafrudah, yang
sama artinya dengan mugadarah yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya
secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-
Qur’an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian
yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan faraid.
Kewarisan (al-miras) yang disebut faraid berarti bagian tertentu dari harta
warisan sebagaimana  telah diatur dalam al-Qur’an dan Hadis. Jadi,
pewarisan adalah- perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan
seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih
hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan.®

Penggunaan kata hukum awalnya mengandung arti seperangkat aturan
yang mengikat dan menggunakan kata Islam dibelakang mengandung arti
dasar hukum yang menjadi rujukan, dengan demikian dengan segala titik
lemahnya, hukum kewarisan Islam dapat diartikan dengan seperangkat
peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal

ikhwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang

h. 13.

%% Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 2006),

¥ Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Adat, (Bandung : Alumni, 1980), h. 23.
8 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2011), h. 19-20.
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masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang
beragama Islam.”

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian
hukum kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa saja
yang berhak menjadi ahli waris dan masing-masing bagiannya.

Adapun beda agama secara etimologi (sl —s3al) adalah tidak ada
persamaan (\kise LaadS oS5 of 52)** dalam keyakinan, seperti islam dan kafir
atau dikalangan kuffar seperti Yahudi, Nashrani, Majusi, pemyembah
matahari, dan lain-lain. Salah satu dari kata ikhtilaf, firman Allah swt.,

dalam surat al-Ruum: ayat 22:

L T R AT T W20 PR T
SUY EU5 G O) © aSislly AR Vg 2515 Lt Bl 46T Gg )
(Crsal

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit
dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu.
Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.’!

Sedangkan yang dimaksud dengan waris beda agama adalah agama
al-muwarris (yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki
maupun mati sukmi, suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim
atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang
meninggalkan harta atau hak) berbeda bagi agama al-waris (yaitu orang
hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi,
meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang) baik disebabkan hubungan
suami isteri atau hubungan kekerabatan. Bahwa mayat muslim
meninggalkan isteri, kerabat kafir (harbi, mu’ahid, dzimmi, dan musta ‘min)
atau mayat kafir meninggalkan kerabat muslim seperti bapak, anak dan

selainnya sebagai ahli waris.

% Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 6.

3% Abu al-Baga‘ bin Musa al-Husaini al-Kafwi, al-Kullivat Mu’jam fi al-Mushthalahat wa
al-Faruq al-Lughawiyah, cet.Il, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1419 H/1998 M), h. 61.

3! Departemen Agama RI., AI-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan
Kitab Suci Al-Qur’an, 1983/1984), h. 644.
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Ikatan suami isteri dan kekerabatan adalah sebab mendapatkan
warisan, namun jika isteri atau kerabat pewaris kafir tentu mereka tidak
mendapatkan harta warisan. Selama perbedaan itu ada, maka hak mereka
untuk mendapatkan harta warisan menjadi terhalang. Jika telah Islam isteri
sebelum meninggal suaminya, telah Islam seorang anak sebelum meninggal
ayahnya, tentu penghalang menjadi hilang dan berlaku penyebab waris
mewarisi.

. Dasar hukum waris dan waris beda agama

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat,
yaitu ayat-ayat al-Qur’an yang selain kedudukannya qath’i al-wurud juga
qath’i al-dilalah. Ketentuan al-Qur’an yang kandungannya ibadah atau
bukan ibadah mahdhah yang telah dirinci dalam al-Qur’an, seperti hukum
kewarisan, perlu diterima secara fa’abbudi atau diterima secara taken for
granted. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan dalam al-Qur’an
diterima dengan senang hati sebagai bentuk kepatuhan seorang hamba
terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama adalah nash
atau teks yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. Ayat-ayat al-
Qur’an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan
termasuk di dalamnya sumber hukum waris beda agama sebagai berikut:

a. Surat al-Nisa ayat 7-12
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“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)
dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (7) Dan apabila
sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin,
maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah
kepada mereka perkataan yang baik. (8) Dan hendaklah takut kepada
Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka
anak-anak  yang  lemah, “yang mereka khawatir  terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
benar. (9) Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak
yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh
perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala
(neraka). (10) Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
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pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat
atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat
yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang
saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari
kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara
seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang
sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau
sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada
ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at
yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Penyantun. “(12)32

b. Surat al-Nisa ayat 33
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“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu
bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan
(jiika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya
Allah menyaksikan segala sesuatu”

Surat al-Nisa ayat 176
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32 Ibid., h. 116-118.
33 Ibid., h. 122-123.
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“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yvaitu): jika seorang
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai
saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak
mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-
laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu » 3

c. Surat al-Anfal ayat 75
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“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah
serta berjihad bersamamu - maka orang-orang itu termasuk
golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat
itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang
bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu”.”

d. Hadis riwayat Imam Bukhari
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“Dari Ibnu ‘Abbas ra., beliau berkata, Nabi saw., telah bersabda:
Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang
berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-

laki yang terdekat”.°

** Ibid., h.153.
* Ibid., h.274.
36 Al-Bukhari, Op.Cit., h.928.



24

e. Hadis riwayat Imam Abu Daud
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“Dari Jabir bin ‘Abdullah telah berkata: kami keluar bersama
Rasulullah saw., sehingga datang janda Sa’ad kepada Rasulullah
saw., bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: Ya
Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur
secara syahid bersamamu di perang uhud. Paman mereka mengambil
harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk
mereka. Bagaimana menurutmu wahai rasul? Demi Allah, keduanya
tidaklah menikah kecuali baginya harta. Nabi berkata: Allah akan
menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat
tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: Berikan
dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk isteri

Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu’’’

f. Hadis riwayat Imam Abu Daud
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37 Abu Daud Sulaiman, Op.Cit., h.514.
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“Seorang laki-laki datang kepada Abi Musa al‘Asy’ari dan Salman
bin Rabi’ah al-Bahili bertanya tentang anak perempuan, cucu
perempuan saudari sekandung. Maka al-Asy’ari dan Salman
mengatakan: Bagi anak perempuan setengah, sisanya untuk saudari
sekandung. Datanglah kepada Ibn Mas ud tentu dia akan mengatakan
seprti itu pula. Kemudian ditanya kepada Ibn Mas’'ud dan dia
menjawab: Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan
oleh Nabi saw., yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu
perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk

38
saudara perempuan”.

g. Hadis riwayat Imam Bukhari
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“Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., telah bersabda: Saya adalah
lebih utama bagi seseorang muslim dari diri mereka sendiri. Barang
siapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan
harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya.
Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli
waritsnya.”

h. Hadis riwayat Imam Daruquthni

B o Al ey JB 06 st 0l 8 cnd g8 o8 ) 08
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“Dari Ibnu Juraij, dari ‘amar bin Syu’aib, dari bapaknya, dari
kakeknya, Rasulullah saw., bersabda: Tidak ada hak bagi pembunuh

. . . d0
sedikitpun untuk mewarisi.”

j. Hadis riwayat Imam Bukhari

* Ibid., h.108.

3% Al-Bukhari, Op.Cit., h. 927.

“Abul Hasan Ali bin Umar Al-Daruquthni, Sunan al-Daruquthni, cet. 1, (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004 M), V, h.170.
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“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij darvi bin Sihab dari Ali bin
Husain bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi saw.,
bersabda: Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang
kafir tidak mewarisi orang muslim. i

i. Hadis riwayat Imam al-Nasa’i

b A ey JB U6 g o B s e ol 5 cnd 1 g )
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“Dari  ‘Amar bin syu’aib, dari bapaknya, dari datuknya;
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Tidak ada waris mewarisi
terhadap orang yang berbeda agama.”*

B. Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Islam
Dalam Islam sendiri, para ulama mazhab (Syafi’i, Hanafi, Maliki,
Hambeali) telah sepakat melarang kewarisan beda agama ini. Bagi anggota
keluarga yang bukan beragama Islam, mereka akan termahjubkan dengan
status mereka karena memiliki agama yang berbeda. Artinya seorang muslim
tidak mewarisi pewaris yang nonmuslim, begitu pula nonmuslim tidak
mewarisi harta pewaris yang muslim. Sebelum membahas lebih jauh lagi,
terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi penyebab
seseorang berhak menerima warisan dan penyebab seseorang terhalang
mendapatkan warisan, serta pendapat para ulama fikih mengenai kewarisan
beda agama.
1. Sebab-sebab menerima warisan
Sebelum Islam datang di tanah Arab pada masa itu, yang berhak

menerima warisan adalah laki-laki karena mampu berperang, menunggang

! Al-Bukhari, Op.Cit., h.705.
2 Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Nasai‘, Sunan Kubra, cet. II, (Beirut: Maktab al-
Mathbu’ah al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), IV, h.82.



27

kuda, dan membawa senjata. Wanita dan anak-anak tidak berdaya dalam hal
itu. Dengan demikian mereka tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun.
Maka ketika Islam datang kebiasaan jahiliyah tidak berlaku lagi. Perempuan
dan anak-anak mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan harta

warisan. Sebab mendapatkan warisan adalah atas dasar tolong menolong

(Ooladly ,oLd)) diantara pewaris dan ahli waris. Demikian bahwa ahli waris

menggantikan pewaris untuk menggunakan hartanya dijalan yang telah
digariskan oleh syari’at Islam.

Sebab-sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan
adanya hak mewarisi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika
sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Ulama sepakat ada tiga sebab yang

menjadikan seseorang mendapat hak waris, yaitu:

a. Al-Qarabah (4,4

Al-Qarabah atau kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang
yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh
kelahiran, baik dekat maupun jauh.* Islam tidak membedakan status
hukum seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi
semata-mata sebab pertalian darah atau kekerabatan. Maka meskipun ahli
waris masih berada dalam kandungan, jika dapat dinyatakan sebagai ahli
waris; ia berhak menerima bagian.44

Seorang anak yang tidak pernah tinggal dengan ayahnya seumur
hidup tetap berhak atas warisan dari ayahnya bila sang ayah meninggal
dunia. Demikian juga dengan kasus dimana seorang ayah memiliki anak
semuanya telah menikah. Lalu si ayah menikah lagi dan memiliki anak.
Maka anak ini mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang
lainnya.

Muhammad Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa syari’at Islam
membedakan bagian laki-laki, dengan perempuan diantaranya dengan

alasan: Pertama, seorang perempuan telah tercukupi biaya kebutuhan

# Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, ahkam al-Mawaras fi fikih al-Islami,
Terj. Hukum Warits, cet. I, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004), h.32.
4 Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris, cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.44.
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hidup dan nafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki, ayah, saudara

laki-laki atau yang lain dari kerabatnya. Kedua, perempuan tidak

dibebani tanggung jawab untuk memberi natkah atas seseorang, berbeda
dengan laki-laki yang dibebani memberi nafkah kepada keluarga dan
kerabatnya yang lain yang berada dalam lingkungan tanggung jawabnya.

Ketiga, nafkah laki-laki lebih banyak dan kewajiban kebendaannya lebih

besar, dan kebutuhan materialnya juga lebih banyak daripada kebutuhan

perempuan.

Keempat, seorang laki-laki harus memberi mahar (maskawin)
kepada isterinya dan dibebani memberi natkah berupa tempat tinggal,
makanan, pakaian, kepada isteri dan anak. Kelima, kebutuhan pendidikan
anak, pengobatan dan kebutuhan lain isteri dan anak juga ditanggung
laki-laki bukan perempuan.” Adapun ahli warits yang berasal dari akibat
kekerabatan tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Ashab al-Faraidh adalah mereka yang mendapatkan bagian (saham)*
yang telah ditentukan dalam al-Qur’an dan disempurnakan melalui
Sunnah Rasulullah saw., atau ditetapkan kewarisan mereka melalui
ijma’ (kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum Islam dalam satu masa
dan wilayah tertentu). ¥’ Sebagian dari mereka ada yang mendapat
setengah, dari laki-laki satu orang yaitu suami (al-Zawj), dari
perempuan empat orang yaitu anak perempuan  (al-Bintu), anak
perempuan dari anak laki-laki (bintu al-ibni), saudari kandung (al-
ukhtu al-syaqgiqah), saudari seayah (ukhtu [il ab). Sebagian dari
mereka ada yang mendapat seperempat yaitu suami (al-zauj), dan
isteri (al-zaujah), yang mendapat seperdelapan yaitu seorang isteri
atau lebih (al-zaujaat), yang mendapat duapertiga yaitu dua anak
perempuan seayah atau lebih, dua anak perempuan dari anak laki-laki,

dua anak perempuan dari cucu laki-laki atau lebih, dua saudari

* Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islamiyah fi Dhau* al-Kitab
wa al-Sunan, cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1431 H/2010 M), h.16-17.

* Bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an tersebut ada 6 (enam) yaitu; setengah,
seperempat, seperdelapan, sepertiga, duapertiga, dan seperenam.

*" Imam Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal Abi Bakar Syams al-Aimmah al-Sarakhsi,
Al-Mabsuth, cet. 111, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1398 H/1978 M), XXIX, h. 138.
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kandung atau lebih, dua saudari seayah atau lebih. Yang mendapat
sepertiga yaitu ibu (al-umm), saudari-saudari seibu dua atau lebih.
Yang mendapat seperenam yaitu ayah (al-ab), kakek (al-jad), ibu,
anak perempuan dari anak laki-laki, saudari seayah, nenek, saudara
atau saudari seibu.*®

2) Al-ashabat al-nasabiyah, yaitu ashabah dengan sebab keturunan dan

terbagi menjadi tiga bagian yaitu; ‘ashabah bi nafsi (semua karib
kerabat laki-laki yang ada hubungannya dengan mayat). Mereka itu
adalah anak laki-laki, cucu laki sampai kebawah, ayah, kakek sampai
keatas, saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki dari saudara
kandung, anak laki-laki dari saudara seayah sampai kebawah, paman
kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, anak
laki-laki dari paman seayah sampai kebawah.
Ashabah bi ghairi (semua mereka dari perempuan), yaitu anak
perempuan seayah. Jika ada saudaranya, anak perempuan dari anak
laki-laki jika ada saudara atau anak saudaranya, saudari kandung jika
ada saudara laki-laki kandung, saudari seayah jika ada saudara seayah.
‘Ashabah ma’a ghairi, yaitu seluruh saudari kandung atau saudari
seayah sekaligus anak-anak perempuan apabila tidak ada bersama
mereka seorang saudara laki-laki.*’

3) Zawi al-arham, yaitu Semua karib kerabat yang tidak ada ketentuan
bagian (saham) dalam al-Qur’an, Sunnah Nabi, maupun ijma’ dan
mereka bukanlah ‘ashabah.” Secara umum zawi al-arham terdiri dari
empat kelompok yaitu: Pertama, cabang (furu’) mayat perempuan
mereka itu; cucu dari anak perempuan dan keturunan dibawahnya.
Kedua, leluhur (ushul) mayat yang disela oleh perempuan, mereka itu;
kakek leluhur, nenek leluhur. Ketiga, cabang dari bapak atau ibu yang
bukan ashab al-Furudh dan bukan ashabah. Mereka itu; anak saudara

dan saudari seibu, anak perempuan dari saudara seibu, dan yang

* Muhammad ‘Ali al-Shabuni, Op.Cit., h. 44-53.

¥ Ibid., h. 63-66.

50 Syamsudin Abi Farh Abdurrahman bin Abi umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah
al-Muqaddisi, Syarah kabir ‘ala matan mugni’, (Beirut: Dar Kitab al-‘Arabi, 1392 H/1972 M),
VII, h. 99.
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lainnya, meskipun secara keturunan derajatnya semakin kebawah,
anak saudara perempuan kandung atau seayah, anak perempuan dari
saudara kandung atau seayah. Keempat, cabang dari kakek dan nenek,
yang bukan ashab al- Furudh dan juga bukan ‘ashabah, mereka itu;
paman dan bibi seibu dari pihak ayah, paman dan bibi kandung atau
sebapak dari pihak ibu, anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dari
kelompok pertama dan keturunan yang ada dibawahnya, paman dan
bibi dari pihak bapak atau pihak ibu, anak-anak dari ahli waris yang
disebutkan dalam kelompok ketiga dan keturunannya, paman dan bibi
dari ayahnya ayah si mayat yang seibu (baik dari pihak ayah), paman
dan bibi dari ayahnya ibu si mayat (dari pihak ayah), anak-anak ahli
waris yang disebutkan dalam kelompok keempat.51 Fuqgaha® berbeda
pendapat tentang kewarisan zawi al-arham. Pendapat pertama
mengatakan: Bahwa zawi al-Arham mendapat harta warisan selama
tidak ada seorangpun dari ashab al-Faraidh atau dari ‘ashabah selain
suami isteri. Inilah pendapat jumhur sahabat seperti ‘Umar, Ali, Ibn
Su’ud, Abu ‘Ubaidah bin Jarrah, Mu’adz bin Jabal, Abu Darda‘, dan
selain mereka ra. Tabi’in seperti ‘al-qamah, Ibrahim al-Nakh’i, Ibn
Sirin, ‘Atha‘, Mujahid rahimahumullah. Abu Hanifah serta sahabatnya
dan Imam Ahmad.>* Pendapat kedua mengatakan: mereka tidak
mewarisi sedikitpun, bahkan disimpan di bait al-mal seketika tidak
ada ashab al-faraidh. Ini pendapat Zaid bin Tsabit ra., Sa’id bin
Musayyab, Said bin Jahir, Auza’i. Tabi’in Abu Tsur, Imam Malik dan
syafi’i.”?

b. Al-Nikah ()

Nikah adalah membuat suatu ikatan yang membolehkan antara

laki-laki dan perempuan berhubungan atas jalan yang tertentu dengan

3! Komite, Op.Cit., h.338-340.

52 Al-Muqaddisi, Op.Cit., h. 99-102.

33 Syamsudin Muhammad bin Khathib al-Syarbini, Mughni Muhtaj Ila Ma’ani Alfazh al-
Minhaj, (t.t; t.tp, t.th), IIL, h.7.
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lafadz menikahkan atau mengawinkan.”® Adanya ikatan tersebut
menyebabkan saling mewarisi diantara suami dan isteri. Hal ini

dijelaskan didalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 12:
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“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka
buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.
Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu
lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-
benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha

55
Penyantun”.

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum
saling mewarisi antara suami dan isteri. Perkawinan yang sah adalah

perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan

5% <Abdurahman al-Jaziri, al-Fikih ‘ala Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1429
H/2008 M), IV, h.4
3 Departemen Agama, Op.Cit., h. 117
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hukum agama maupun ketentuan administrative sebagaimana diatur

dalam peraturan yang berlaku.

Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan
pendapat. Ada yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja, tetapi
ada sebagaian pendapat menyebutkan sebagai syarat apabila tidak
dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan di
Indonesia, tampaknya memberi kelonggaran dalam hal ini. Artinya yang
menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan
administratif, akan tetapi ketentuan hukum agama. Tetapi harus diakui
bahwa ketentuan administrasi ini, merupakan sesuatu yang penting
pencatatan administratif inilah, suatu perkawinan memiliki ketentuan
hukum.

Setidaknya terdapat dua syarat hubungan perkawinan bisa
mengakibatkan saling mewarisi:

1) Akad perkawinan itu sah menurut syari’at, baik kedua suami isteri itu
telah berkumpul ataupun belum.”” Ketentuan ini berdasarkan kepada
dua hal; pertama, keumuman ayat al-Qur’an surat al-Nisa‘ ayat 12;
dan kedua, seorang wanita menjadi isteri seorang laki-laki melalui
akad perkawinan dimana ia tidak dapat menjadi seorang isteri
melainkan dengan akad perkawinan yang sah.’® Hali ini dijelaskan

dalam hadis menurut riwayat Ibnu Majah:
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“Dari Masruq, dari Abdullah: Sesungguhnya beliau ditanya tentang
laki-laki menikahi seorang perempuan lalu meninggal dunia, belum

%6 Ahmad Rofiq, Op.Cit., h. 44

°7 Syihabudin Ahmad bin Ahmad Salamah, Syihab Ahmad al-Baralisi, Qalyubi wa
‘Umairah, cet. 111, (Mesir: mushthafa bab al-Halabi, 1375 H/1956 M), III, h.136

3% Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Op.Cit., h. 36



33

menggauli isterinya, belum menunaikan maharnya. Berkata
‘Abdullah: perempuan itu berhak atas maharnya, mewarisi dari
suaminya, dan berlaku ‘iddahnya. Berkata Ma’qil bin Sinan al-
Asyja’i: Saya menyaksikan Rasulullah saw., memutuskan hukum pada
Barwa’ binti Wasyiq seperti demikian e

Putusan Rasulullah saw., ini menunjukkan bahwa pernikahan
antara Barwa’ binti Wasyiq dengan suaminya adalah sah. Suatu
perkawinan dianggap sah tidak semata-mata bergantung kepada telah
terlaksananya hubungan kelamin antara suami isteri dan telah
dilunasinya pembayaran mas kawin oleh suami, tetapi tergantung
kepada terpenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan. Oleh sebab
itu suatu perkawinan yang dinyatakan fasid oleh pengadilan adalah
tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta pusaka,
biarpun seseorang telah meninggal dunia dan pernah terjadi hubungan
kelamin, tidak dapat saling mewarisi.®’

2) Dalam status perkawinan adalah isteri-isteri yang dicerai raj’i, yaitu
cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya
ketimbang orang lain, yaitu cerai pertama dan kedua, selama dalam
masa tunggu (‘iddah).®’ Misalnya ada seorang laki-laki meninggal
dunia, meninggalkan isteri yang baru seminggu diceraikannya,
sementara menstruasinya normal. Apabila ia dicerai pertama atau
kedua (raj i), maka ia berhak menerima warisan, selama dalam masa
tunggunya. Argumentasinya adalah bahwa isteri yang dicerai raj’i
selama masa tunggunya, sekiranya suaminya masih hidup,

suaminyalah yang paling berhak merujuknya.®®

% Al-Hafidz Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu
Majah, (t.t: Dar Thya“ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), I, h.609.

8 Facthur Rahman, llmu Waris, (Bandung: al-Ma'arif,. 1994), h.114.

%! Tentang masa tunggu ada berbagai macam, yakni: Pertama, Tiga bulan bagi wanita yang
menstruasinya normal. Kedua, Melahirkan bagi yang dicerai dalam keadaan hamil. Ketiga,
Menunggu empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Lihat
Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Mugtashid, cet. 1, (t.t: Dar al-Salam, 1416 H/1995 M), 111, h.146.

52 Ahmad Rofig, Op.Cit., h. 45.
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c. Al-Wala’ (Kepemilikan)

Al-Wald“ adalah hubungan kewarisan apabila seseorang tuan
memerdekakan budak atau hamba sahaya maka jadilah budak tersebut
ada hubungan kewarisan terhadap tuannya, atau melalui perjanjian tolong
menolong. Facthur Rahman menjelaskan bahwa kata a/-wald® digunakan
untuk dua pengertian: Pertama, Kekerabatan menurut hukum yang timbul
karena membebaskan (memberi hak emansipasi) terhadap budak. Kedua,
Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian
tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang yang
lain.®

Al-Wald® dalam arti yang pertama, kata Facthu Rahman, disebut
dengan ala‘ al-‘atagah atau ‘ushubah-shahabiyah, yakni ‘ashabat yang
bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab tetapi disebab karena
adanya sebab telah membebaskan budak. Apabila seorang pemilik budak
telah membebaskan budaknya dengan mencabut hak kewalian dan hak
mengurusi harta bendanya, maka berarti ia telah berubah status dari
semula tidak cakap bertindak menjadi cakap memiliki, mengurusi dan
mengadakan transaksi-transaksi terhadap harta bendanya sendiri dan
cakap melakukan tindakan hukum yang lain.

Sedangkan a/-Wala“ dalam artian kedua disebut dengan walad‘ al-
muwalah. Misalnya seorang berjanji kepada orang lain sebagai berikut:
“Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku
telah mati dan dapat mengambil diyat untukku bila aku dilukai
seseorang”. Kemudian tuannya yang diajak berjanji menerima janji itu.
Pihak pertama disebut al-Mawali atau al-adna dan pihak kedua disebut
dengan al-mawala atau al-Maula atau sebab wala‘ karena ditinggal mati
oleh tuannya.**

Fugaha‘ memberikan dalil bahwa sebab wald® mendapatkan

warisan berdasarkan hadis Rasulullah saw., sebagai berikut:

8 Facthur Rahman, Op.Cit., h. 121
5 Ibid.
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“Dari Ibnu ‘Umar ra.: Bahwa ‘Aisyah ingin membeli seorang budak
perempuan, lalu ‘Aisyah berkata kepada Nabi saw.: mereka

mensyaratkan hak loyalitas? Maka Rasulullah saw., bersabda: Tidak

mengapa, hak loyalitas hanya bagi orang yang membebaskan™.%
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"Dari ‘Abdullah bin Syadad, dari Binti Hamzah berkata: Telah
meninggal dunia tuanku dan meninggalkan seorang anak perempuan.
Maka membagi Rasulullah saw., setengah hartanya untukku dan
setengahnya lagi untuk anak perempuannya”.66

2. Halangan untuk menerima warisan

Dalam hubungan antara sebab dengan penghalang kewarisan terdapat
perbincangan dikalangan ulama ushul fikih. Perbincangan itu timbul dalam
memahami sangkut paut antara tiga hal, yaitu: sebab, hukum dan
penghalang. Dengan telah adanya sebab seharusnya hukum pun ada. Tetapi
dengan adanya penghalang, maka hukum tidak terjadi atau dengan arti
hukum tidak ada.

Timbul pembahasan kalau hukum tidak terwujud dengan adanya
penghalang itu; apakah dengan adanya penghalang itu sebab menjadi tidak
ada, sehingga tidak ada hukum. Atau sebab tidak terhapus dengan adanya
penghalang, tetapi tidak adanya hukum disebabkan oleh adanya faktor lain
yaitu penghalang itu sendiri.

Berkenaan dengan hal ini, terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat

yang mengatakan bahwa penghalang itu meniadakan sebab sehingga

8 Al-Hafidz Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Op.Cit., h. 931.
% Al-Hafidz Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Op.Cit., h. 913.
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mengakibatkan tidak adanya hukum. Kedua, berpendapat bahwa penghalang
tidak meniadakan sebab hukum. Dengan demikian semestinya hukum ada.
Tidak berlakunya hukum itu (menurut pendapat yang kedua) disebabkan
oleh adanya penghalang itu sendiri dengan arti hukum yang menetapkan
demikian.

Dalam hubungannya dengan hukum kewarisan, yang menjadi
penghalang ditetapkan hukum yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli
waris terhadap pewaris dan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli
waris. Terhalangnya seseorang menerima hak kewarisan disebut ‘terhalang
secara hukum”.®” Halangan untuk menerima warisan atau disebut mawani’
al-irts, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk
menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris.*® Hal-hal yang dapat
menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu:

a. Perbudakan
Perbudakan® secara etimologi adalah penghambaan dan sesuatu
yang lemah. Sedangkan secara secara terminology, perbudakan memiliki
arti kelemahan (yang bersifat hukum) yang menguasai seseorang akibat
kekufuran.”
Apabila terjadi pertempuran diantara orang Islam dan orang kafir
yang menentang Islam dengan beberapa sebab, jika kemenangan berada
di pihak orang Islam seluruh tawanan perang tersebut pada dasarnya

menjadi budak umat Islam. Syar’t menghukum orang semacam ini

7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. 11, (Jakarta: Prenada Media, 2005),
h.193.

8 Ahmad Rofig, Op.Cit., h. 30.

% Dilihat dari pembagian budak itu sendiri terbagi kepada tiga bagian yaitu: pertama,
Budak Qanna (seluruh miliknya adalah kepunyaan tuannya), Kedua, Budak Mudabbir (budak
yang kemerdekaannya digantungkan pada kematian tuannya), Ketiga, Budak Mub adh (seseorang
yang setengah jiwanya merdeka dan setengahnya lagi budak). Para Ulama berselisih pendapat
tentang hukum warits seorang mub ‘adh. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik; mub 'adh
tidak dapat mewarisi, mewariskan, dan tidak dapat menghalangi. Imam Hanbali; mub’adh dapat
mewarisi, mewariskan, dan menghalangi sesuai dengan kadar kemerdekaannya. Dengan demikian,
setengah bagian jiwa yang dianggap Aurr diperlakukan sesuai hukum Aurr, sedangkan sebagian
jiwanya dianggap budak, diperlakukan sesuai hukum perbudakan. Menurut Imam Syafi’i pada
pendapat barunya berkata; bahwa seluruh harta milik mub 'adh pada bagiannya yang hurr, diwarisi
kepada ahli warisnya. Sedangkan tuannya, tidak mempunyai bagian sedikitpun karena ia telah
mendapatkan bagian dari harta waris dengan jalan perbudakan. Lihat Ibrahim bin ‘Abdullah bin
Ibréhin;oal-F aridhi, Al- ‘Adzb al-Faid Syarah ‘Umdah al-Faridh, (t.t: t.tp, t.th), h.23.

1bid.
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dengan tidak menerima segala perbuatannya karena kekufurannya kepada
Allah, bukan karena ketidakcakapannya dalam bertindak, seperti anak
kecil atau orang gila. Mani’ kecakapan bertindak untuk seorang budak
dinamakan dengan mani’ hukmi, sedangkan mani’ kecakapan bertindak
pada anak kecil dan orang gila adalah mani’ hissi.

Budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya
dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia
mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya, niscaya yang memiliki
warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut bukan
anggota keluarga tuannya. Budak itu juga tidak dapat mewariskan harta
peninggalan kepada ahli warisnya karena dianggap tidak mempunyai
sesuatu. Namun seandainya dia mempunyai sesuatu, maka
kepemilikannya tersebut beralih kepada tuannya akibat sirnanya

kepemilikan yang ada pada budak.”' Hal ini selaras dalam hadis berikut:
sl ol olgy (4 0S8 le Ll Ly O V) 4 al

“Dari Ibnu ‘Umar berkata; Telah bersabda Rasulullah saw., “Siapa
yang menjual seorang hamba sedangkan dia memiliki harta, maka
hartanya tersebut menjadi milik pembelinya, kecuali jika tuan hamba
tersebut mensyaratkannya”.””

Ini diberlakukan karena tuan lebih berhak memanfaatkan dan

memperoleh harta milik budak pada masa hidupnya. Demikian pula saat

budak tersebut meninggal dunia.

. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang terjadi terhadap orang
hidup, akibat daripada melenyapkan ruh sama ada dengan hak atau tanpa
hak.”

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapat hak warisan

dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang

h.179.

! Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Op.Cit., h. 52.
2 Al-Hafidz Abi ‘ Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Op.Cit., h. 845.
3 Ali bin Muhammad al-Syarif al-Jurjani, al-Ta rifat, (Beirut: Maktabah Libnan, 1985),
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artinya: “Pembunuh tidak boleh mewarisi”. Sebab pembunuhan ini
mencabut hak seorang atas warisan. Dalam hal ini pembunuhan
dikelompokkan kepada dua macam. Pertama, pembunuhan secara hak
dan tidak melawan hukum seperti; pembunuhan terhadap musuh dalam
medan perang, pembunuhan dalam paksaan hukuman mati, pembunuhan
dalam membela jiwa, harta dan kehormatan. Kedua, Pembunuhan secara
tidak hak dan melawan hukum seperti; pembunuhan sengaja dan
terencana, pembunuhan tersalah.”*

Tentang bentuk pembunuhan yang mana dapat menjadi penghalang
hak kewarisan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama fikih.
Pendapat yang berkembang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Pendapat yang kuat dikalangan Ulama Syafi’iyah
menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalang hak
kewarisan. Ada pendapat yang lemah di kalangan Ulama kelompok ini
yang mengatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalang hak
kewarisan.”

Kedua, Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang
menghalang hak-hak kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja.
Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalang hak
kewarisan.®

Ketiga, menurut ulama Hambali, pembunuhan yang menghalang
hak kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dalam segala
bentuknya. Sedangkan pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak
kewarisan, karena pelakunya telah diampuni dari sanksi akhirat.”’

Keempat, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan
yang menyebabkan terhalangnya hak atas waris adalah pembunuhan
yang mengakibatkan adanya gishash, diyat atau kifarat, termasuk di
dalamnya Pembunuhan tidak sengaja. Tidak termasuk dalamnya

kematian yang diakibatkan oleh perbuatannya secara tidak langsung

™ Amir Syarifuddin, Op.Cit., h.193

7> Khathib al-Syarbini, Op.Cit., h. 36

" Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, Op.Cit., 11, h. 289
" Tbn Qudamah, Op.Cit., IX, h. 152
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(seperti menggali lubang) dan yang dilakukan oleh orang gila dan anak

kecil.”

Terhalangnya si pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang
dibunuhnya itu disebabkan oleh tiga alasan sebagai berikut:

1) Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturrahmi yang merupakan
salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya
sabab, maka terputus pula musabbab atau hukum yang menetapkan
hak kewarisan.

2) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima

warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu. Untuk maksud

pencegahan itu, ulama menetapkan suatu kaidah fikih:
(Sl 3ge wlyl 15 s oesd 0

“Siapa-siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya diganjar
dengan tidak mendapatkan apa-apa”

Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak
kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh dipergunakan untuk
mendapatkan nikmat.”

c. Beda Agama

Para ahli fikih telah bersepakat bahwasanya, berlainan agama
antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan
salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Berlainan
agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu
agama dengan syari’at yang berbeda. Ahli waris yang berlainan agama
merupakan penghalang atau pendinding untuk dapat menerima harta
warisan dalam hukum waris. Dengan demikian, orang kafir tidak bisa
mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi
harta orang kafir.

Al-Qur’an memang tidak mensyaratkan keseragaman agama ahli

waris dalam hak ahli waris tersebut memperoleh furudh yang ditentukan

" Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fikih ‘ala al-Madzihib al-Khamsah, Penj. Masykur
A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Fikih Lima Madzhab, cet. VII, (Jakarta: Penerbit Lentera,
1429 H/2008 M), h.584

™ Amir Syarifuddin, Op.Cit., h. 196.
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itu. Namun ada hadis yang menjadi dasar dari halangan ini. Hukum ini
merupakan ketetapan kebanyakan ahli fikih sebagai pengamalan dari
keumuman arti hadits di atas. Bila seseorang mati meninggalkan anak
laki-laki yang kafir dan paman yang muslim, niscaya harta peninggalan si
mayit semuanya diberikan untuk paman, sehingga anak laki-laki yang
kafir itu tidak mendapatkan apa-apa dari warisan ayahnya.

Contoh lain adalah bila seseorang mati meninggalkan seorang istri
kitabiyah (ahli kitab) dan seorang anak laki-laki, semua harta yang
ditinggalkan si mayit diberikan untuk anak laki-lakinya. Bila seorang
kafir mati meninggalkan anak laki-laki yang muslim dan paman yang
kafir, maka semua harta peninggalan diwariskan kepada paman yang
kafir, dan anak laki-laki si mayit tidak mendapatkan apa-apa dari harta
peninggalan ayahnya karena berlainan agama, antara anak dan orang
tua.®’

Jika pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan atau
hubungan perkawinan sehingga mencabut hak kewarisan, maka
perbedaan agama juga mencabut hak kewarisan, karena tidak ada saling
tolong-menolong antara muslim dan kafir, yang dengan sendirinya

. 81
mencabut sebab kewarisan.

3. Pendapat Ulama Fikih Mengenai Kewarisan Beda Agama

Mengingat bahwa antara hak kewarisan dengan hak perkawinan rapat
hubungannya, maka dalam menghadapi hadis Nabi yang melarang hak
kewarisan muslim dari orang kafir terdapat perbedaan pendapat di kalangan
ulama fikih. Semua ulama fikih (mujtahid) sama pendapatnya bahwa orang
kafir tidak dapat mewarisi dari seorang muslim.*

Namun dalam hal Muslim mewarisi dari orang kafir tidak terdapat
kesamaan pendapat. Jumhur Ulama Ahlu Sunnah berpendapat bahwa

muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir. Pendapat seperti

80 K omite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Op.Cit., h. 47-48.
81 Amir Syarifuddin, Op.Cit., h. 197.
8 Tbnu Qudamah, Op.Cit., h. 397.
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ini lebih dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi Khulafa“ al-Rasyidin dan
di kalangan Imam mujtahid mutlak (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali).

Mazhab Hanafi sepakat, sesungguhnya orang kafir tidak waris
mewarisi diantara orang muslim dari segi keturunan, sesusuan, dan nikah.
Tidak ada perbedaan orang kafir tidak mewarisi orang muslim dengan hal
apapun seperti itu juga tidak mewarisi orang muslim terhadap orang kafir
pada pendapat kebanyakan sahabat, dialah mazhab Fuqaha*.®

Mazhab Maliki sepakat bahwa orang muslim tidak mewarisi orang
kafir dan sebaliknya. Ibnu Wahab berkata: “Telah mengabarkan kepadaku
Khalil bin Murrah, dari Qatadah, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari
‘Abdullah bin ‘Amr, dari Rasulullah saw., bersabda: “Tidak mewarisi orang
kafir terhadap orang muslim dan tidak mewarisi orang muslim terhadap
orang kafir dan tidak saling mewarisi dua agama yang berbeda
Sedikitpun”.g4

Mazhab Syafi’i sepakat orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan
sebaliknya karena berbeda agama, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
“Tidak mewarisi orang muslim terhadap orang kafir dan tidak mewarisi
orang kafir terhadap orang muslim” dan tidak ada perbedaan diantara
keturunan, tuan hamba, dan suami. Begitu juga Islam sebelum dan sesudah
pembagian harta warisan.*®

Mazhab Hambali sepakat beda agama bagian dari penghalang
mendapatkan warisan, maka tidak mewarisi orang muslim terhadap orang
kafir kecuali sebab wald‘ (antara tuan dengan budaknya), sebab hadis
riwayat Daruquthni dari Jabir bahwa Nabi saw., bersabda: “Tidak mewarisi
orang muslim terhadap orang Nashrani kecuali muslim itu budaknya”,
kecuali apabila telah Islam seorang kafir sebelum pembagian harta warisan.

Tidak mewarisi orang kafir terhadap orang muslim kecuali sebab wala‘

sebab hadis Muttafaq ‘alaih, Nabi saw., bersabda: “Tidak mewarisi orang

8 Syams al-Din al-Sarakhsi, al-Mabsuth, cet. I, (Beirut: t.p, 1993), XV, h. 30.

% Malik bin Anas al-Ashbuhi, al-Mudawwanah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, t.th), I, h.597-598.

% Imam Tagiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hushni, Kifayat al-Akhyar fi
Hilli Ghéayah al-Ikhtishar, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), h.442.
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kafir terhadap orang muslim dan tidak mewarisi orang muslim terhadap
orang kafir.®°

Penjelasan ini menunjukkan bahwa muslim tidak mendapatkan harta
warisan sedikitpun dari kerabatnya yang kafir. Sesuatu yang menjadi
pertimbangan adalah apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama
atau tidak pada saat muwarris meninggal dunia. Karena pada saat itulah hak
warisan itu mulai berlaku.

Mayoritas ulama sepakat jika seorang muslim meninggal dunia,
terdapat ahli warisnya anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu
setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut
tidak berhak mewarisi harta peninggalan ayahnya, dan bukan pada saat
pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Imam Ahmad bin Hanbal
dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris
masuk Islam sebelum pembagian harta warisan dilakukan, maka ia tidak
terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah
hilang sebelum harta warisan dibagi.*’

Pendapat Imam Ahmad di atas sejalan dengan pendapat golongan
mazhab Syi'ah Imamiyah. Alasan yang dikemukakannya adalah sebelum
harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada
saat kematian muwarris telah memeluk Islam. Namun pendapat terakhir ini,
agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang
untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama
yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya
memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian muwarris, ia
masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri
memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan.

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan
hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan

pendapat tentang mengawal atau mengakhirkan pembagian warisan.*®

% Syekh Manshur bin Yusuf al-Bahuti, Raudh al-Murabba’ Syarah Zad al-Mustagni’ wa
Ikhtishar al-Mugni’, (Makkah Mukarramah: Maktab al-Tijarah, t.th), h.323.

$7 Ahmad Rofiq, Op.Cit., h. 36-37.

8 Fatchur Rahman, Op.Cit., h. 97-98.
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Pemahaman yang dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu
Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak
menjadi penghalang saling mewarisi. Hakikatnya, antara agama-agama
selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat
Ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Dasar

hukumnya adalah Firman Allah swt.:
(D) V] gy 3L )

“Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.”®

Selanjutnya Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa
perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang
mewarisi. Dasarnya adalah bahwa masing-masing agama mereka
mempunyai syari'at sendiri-sendiri.

Mengenai orang murtad orang yang keluar dari agama Islam, para
Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal
ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (Shilah) syari'ah
dan melakukan kejahatan agama.”’ Karena itu, meskipun dalam isyarat al-
Qur’an bahwa mereka dikatagorikan sebagai orang kafir, para Ulama
menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa
pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya
dimasukkan ke baitul mal sebagai harta fai' atau rampasan, dan digunakan
untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki
harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh
ahli warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul mal. Sudah
barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana
yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah
murtad. Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua

kekayaannya dimasukkan ke baitul mal.”’

% Departemen Agama, Op.Cit., h. 401.

% Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), h. 16.

'Hasbi al-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam, Tinjauan antar Mazhab, (Semarang:
PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), h.310.
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Segolongan kecil ulama berpendapat bahwa seorang muslim boleh
mewarisi dari orang kafir dan tidak berlaku sebaliknya. Pendapat ini dianut
oleh sebagian sahabat diantaranya Mu’adz bin Jabal dan Mu’awiyah bin Abi
Sufyan, Sa'id bin al-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabiin, dan di
kalangan Fuqaha‘ yaitu Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.
Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan wanita-wanita orang
kafir yang boleh dikawini. Mereka berkata, "Kami boleh mengawini wanita
mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan mengawinkan mereka dengan
wanita kami, maka begitu halnya dengan hal warisan." Dan dalam hal ini
mereka meriwayatkan hadis yang musnad. Abu Umar berkata, "Pendapat
tersebut tidak kuat bagi jumhur fugaha." Mereka juga menyamakan
kepewarisan dari orang kafir tersebut dengan gishash darah yang tidak
seimbang.”

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fuqaha Hijaz
berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara
wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat
ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid ra., dari
kalangan sahabat.” Dalam pada itu, Abu Hanifah, al-Tsauri, jumhur fugaha
Kufah, dan kebanyakan fuqaha Basrah berpendapat bahwa orang murtad itu
diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah
pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud ra., dari kalangan sahabat. Fugaha golongan
pertama berpegangan pada keumuman hadits. Sedang fuqaha golongan
kedua berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadits dengan qiyas.
Qiyas mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris
muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris tersebut
mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum
muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.”*

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum

Islam masih diberlakukan terhadap harta orang murtad, dengan bukti

%2 Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Mugtasid, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409
H/1989), h. 417.

% Amir Syarifuddin, Op.Cit., h.86.

** Muslich Maruzi, Op.Cit., h. 16.
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hartanya tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu,
hidupnya masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada
dalam hak miliknya. Itu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan
hukum Islam. Karena itu, hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar
kemurtadan, berbeda dengan harta orang kafir.”

Menurut Syafi'i dan yang lain, qadha salat yang ditinggalkan selama
murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain
mengatakan, hartanya itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan
Islam. Dengan penangguhan itu diharapkan ia mau kembali kepada Islam
dan penguasaan kaum muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan
warisan. Sementara itu, ada segolongan fugaha yang nyeleneh pendapatnya,
dengan mengatakan, begitu terjadi kemurtadan, hartanya itu untuk kaum
muslim. Menurut dugaan saya, Asyhab adalah salah seorang yang
berpendapat demikian.

Adapun tentang warisan antar agama, bahwa fugaha sependapat untuk
memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka
atas sebagian yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang
pewarisan antar agama yang berbeda-beda. Malik dan segolongan fuqaha
berpendapat bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling
mewaris, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga
dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan fuqaha.”

Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, al-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain
berpendapat, bahwa semua orang kafir saling mewaris. Sementara itu,
Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan fugaha membagi agama-agama
yang tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani,
Yahudi, dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka
yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam
adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia

berpendapat seperti pendapat Malik.””’

% Amir Syarifuddin, Op.Cit., h. 86.

% Athoilah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), (Bandung: Yrama Widya,
2013), h. 45-46.

°7 Ibnu Rusyd, Op.Cit., h. 414.
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C. Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Kewarisan di Indonesia

Sistem hukum kewarisan di Indonesia ada tiga, yaitu hukum waris
berdasarkan hukum Islam, hukum waris berdasarkan hukum waris adat dan
ketiga menggunakan hukum waris berdasarkan hukum waris perdata atau
Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW). Hukum waris di Indonesia
menggunakan hukum berdasarkan agama yang dianut oleh pewaris. Hukum
waris tidak ada pilihan hukum, dapat menggunakan pilihan hukum bila
menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.

Ahli waris beda agama untuk hukum waris Islam dalam pasal 171 huruf c
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu syarat sebagai ahli waris
beragama Islam, untuk memberikan kepastian hukum ahli waris yang berbeda
agama dapat diberikan wasiat wajibah. Terdapat dalam yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli
1998 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51 K/AG/1995
tanggal 29 September 1999. Putusan tersebut sesuai dengan syariat Islam
karena anak yang berbeda agama tidak ditetapkan sebagai ahli waris.

Tetapi menurut hukum waris BW dan hukum waris adat, tidak menjadi
penghalang untuk memperoleh bagian waris. Pada sistem hukum waris. BW
dapat dilihat pada pasal 838 BW yang tidak patut menjadi ahli waris
(onwardeg), didalamnya tidak menyebutkan ahli waris beda agama tidak patut
menjadi ahli waris, dan untuk hukum waris adat melihat sistem keturunan yaitu
sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem bilateral dengan menarik garis
keturunan pihak nenek moyang, di dalamnya tidak mempermasalahkan tentang
ahli waris beda agama.

Berikut ini penjelasan secara rinci daripada sistem hukum kewarisan di
Indonesia, yaitu hukum waris berdasarkan Kompilasi hukum Islam, hukum
waris berdasarkan hukum waris adat dan hukum waris berdasarkan hukum
waris perdata (BW).

1. Kompilasi Hukum Islam
Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam
buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 Tahun

1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
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tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing.

Dalam hal pembagian waris yang beda agama, agaknya belum ada
ketentuan perundang-undangan yang jelas mengatur secara khusus
mengenai hal ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya dijelaskan
mengenai warisan yang satu agama, atau sesama muslim baru berhak
mendapat warisan, yaitu pada Pasal 171 huruf b dan c sebagai berikut: Pada
Pasal 171 huruf b, “pewaris adalah orang yang pada saat meningggalnya
atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama

$2]

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Dan pada Pasal
171 huruf ¢, “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh
pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi ahli waris”.

Pada Pasal 172 KHI juga dijelaskan bahwa “ahli waris dipandang
beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan
atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir
atau  anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau
lingkungannya”. Dan pada Pasal 173 KHI dijelaskan bahwa: “seorang
terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah
mempunyai_kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. Dipersalahkan  telah membunuh atau mencoba ~membunuh atau
menganiaya berat pada pewaris

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman
5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”®

Dari keterangan di atas jelaslah menurut Kompilasi Hukum Islam
yang berhak mewarisi dan diwarisi adalah orang-orang yang beragama
Islam. Dalam praktek penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama,
seorang ahli waris non muslim dapat memperoleh bagian dari harta

peninggalan pewaris muslim melalui wasiat wajibah sejak putusan kasasi

% Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 290-292.
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dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 368
K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 51 K/AG/1995 tanggal 29 September 1999. Putusan tersebut sesuai
dengan syariat Islam karena anak yang berbeda agama tidak ditetapkan
sebagai ahli waris. Dalam putusan tersebut, seorang anak kandung
perempuan non muslim mendapat bagian warisan dari orang tuanya yang
muslim melalui wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris seorang anak
perempuan. Putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap dan diikuti
oleh para Hakim di Pengadilan Agama.

Mengenai wasiat dalam warisan dalam Kompilasi Hukum Islam juga
dijelaskan, yaitu dalam Pasal 175, kewajiban ahli waris terhadap pewaris
adalah:

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan
termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.”’
2. Hukum Waris Adat

Sebelum melangkah jauh dari pembahasan tentang hukum waris adat,
maka perlu diketahui apakah pengertian hukum waris menurut hukum adat
di Indonesia. Menurut Wirdjono sebagaimana dikutip Maman Suparman
bahwa “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan
kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia
akan beralih kepada orang yang masih hidup”.'®

Dan menurut hasil seminar Hukum Adat dan pembinaan hukum
nasional di Yogyakarta pada tanggal 15-17 Januari 1975 menyimpulkan
bahwa hukum adat adalah hukum Indonesia yang asli yang tidak tertulis
dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang

disana-sini mengandung unsur agama.'”!

* Ibid., h. 292.

1% Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 7.

1V Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, (Jogjakarta : Al-Ruzz Media,
2004), h.65.
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Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa waris adat adalah
ketentuan hukum waris yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan dan di
dalamnya banyak terkandung unsur adat dan agama masing-masing. Jika
kita lihat pembagian waris adat, maka tidak ada ketentuan baku yang
membahas tentang waris adat secara menyatu, karena hukum adat adalah
hukum yang berlaku di Indonesia namun tidak tertulis dalam sebuah aturan
tertulis seperti undang-undang.

Dengan sifat hukum adat, pada umumnya berlandaskan pola berpikir
yang konkret/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya
merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seorang ahli waris
tertentu, umpamanya sebidang sawah tertentu diserahkan terhadap ahli
waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan
terhadap ahli waris si B, suatu keris tertentu diberikan terhadap ahli waris si
C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan
terhadap ahli waris si D (biasanya seorang wanita).'**

Dalam aturan hukum adat, banyaknya pembagian dari harta warisan
(Erfporties) diambil dari beberapa ketentuan:

a. Pengaruh Hak Pertuanan Desa

Di mana hak ikatan desa masih kuat berupa hak pertuanan dari desa
itu atas tanah (berchsikkingsrecht van de desa over gond), hampir-hampir
tidak dapat dikatakan ada hak waris dari para ahli waris atas tanah itu.
Artinya tanah itu bila yang menguasainya meninggal, pada hakikatnya
terserah pada pemerintah desa atau pada rapat desa untuk menetapkan
siapa yang akan mengganti orang yang meninggal sebagai penguasa dan
pengelola tanah itu.

Seperti halnya di Jawa biasanya, tanah itu diberikan kepada anak
lelaki yang sulung atau tertua dari orang yang meninggal sekedar anak itu
cukup kuat tenaganya untuk menggarap tanah itu. Bila kekuatan tenaga
yang cukup itu tidak ada pada anak lelaki yang sulung, maka anak lelaki
yang kedua yang mendapat giliran untuk diberi hak menguasai dan

menggarap tanah itu, begitu pula seterusnya.

192 Oemar Salim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000),
h.50-51.
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Dengan berkembang terusnya adat kebiasaan lambat laun, hal
pertuanan itu dengan sendirinya menjadi kurang kuat dan akan musnah
sama sekali. Bila hal ini terjadi maka hak orang yang meninggal atas
tanah itu menjadi hak milik yang hampir terlepas dari suatu ikatan desa.
Walaupun demikian halnya hak pertuanan dari desa masih ada
kemungkinan terlihat, bilamana dalam suatu desa ada kebiasaan yang
membatasi jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh seseorang.'®

b. Pengaruh Famili

Adapun menurut Van Vollenhoven pada bukunya halaman 340,
390 dan 413 sebagaimana telah dikutip oleh Oemar Salim, di daerah
Minahasa, Ternate, dan Ambon ada tanah apabila ditinggalkan oleh
orang yang telah meninggal dunia, pindah ke tangan famili orang yang
meninggalkan tanah tersebut, misalnya di Minangkabau terhadap semua
harta warisan.

Ada beberapa barang tertentu di berbagai tempat di Indonesia,
misalnya keris dan tombak dianggap sebagai barang pusaka yang hanya
boleh diberikan terhadap anak yang melanjutkan jabatan si bapak yang
telah meninggal, atau terhadap anak tertua atau terhadap janda, kecuali
bilamana janda oleh karena suatu sebab keberatan untuk menyimpan
benda-benda itu, dalam hal mana seorang ahli waris lain yang diserahi
benda itu. Dan jika tidak punya anak yang ditinggalkan oleh orang yang
meninggal, maka kadangkala harta warisan kembali kepada keluarga dari
mana benda warisan itu berasal, jadi tidak diwarisi oleh sanak saudara
yang tidak masuk keluarga itu.

c. Manfaat barang tertentu bagi ahli waris

Dalam pembagian warisan menurut hukum adat bahwa salah satu
pembagian harta warisan di lingkungan hukum adat pada hakikatnya
ialah berasas atas kerukunan diantara para ahli waris. Artinya, mereka
tidak semata-mata memperhitungkan secara ilmu pasti dalam membagi

warisan itu mengenai nilai harga dari benda-benda tertentu yang

193 1hid.
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dibagikan terhadap mereka masing-masing, asal mereka masing-masing
mendapat bagian yang pantas saja.
d. Akibat zaman modern

Dengan berlakunya sejarah dari zaman kuno sampai zaman
modern, terutama dari sudut perekonomian menekan pada alam pikiran
dan alam perasaan para ahli waris sehubungan dengan bermacam
kebutuhan sehari-hari, maka sudah sewajarnya tampak suatu gejala di
masyarakat Indonesia yang menuju ke arah pembagian harta warisan
secara ilmu pasti.

Apabila hal tersebut terjadi, maka tidak boleh harta warisan harus
dijual dan uang harga penjualan di bagi-bagi diantara para ahli waris
yang berhak. Di Indonesia masih ada terdapat di beberapa daerah
kebiasaan seorang ahli waris lelaki memperoleh bagian berlipat ganda
daripada bagian seorang ahli waris wanita. Ternyata ini saja dari
pengaruh hukum agama Islam yang menetapkan secara pembagian
semacam itu.'™

Berikut ini beberapa praktek hukum waris adat yang terdapat di
Indonesia:
a. Hukum Adat Mandailing

Dalam hukum waris adat Mandailing dijelaskan hukum waris adat
meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian
dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau
perpindahan harta kekayaan materill dan non-materill dari generasi ke
generasi.

Asas ahli waris utama dan pertama dari batak Mandailing
bahwasanya seperti masyarakat batak lainnya yang menganut patrilinial
hanya benar terhadap anak laki-laki (meskipun harta benda telah
dibawakan kepada anak perempuan tidak boleh diabaikan).

Dalam pewarisan dalam suku adat Mandailing bahwa hukum waris
yang dipakai mencakup 3 (tiga) yang diutamakan dalam adat Mandailing,

yaitu:

1% Oemar Salim, Op.Cit., h.53-55.
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1) Memakai hukum adat sebagai tombak pertama dalam menentukan
waris.
2) Memakai hukum Islam, sebab dalam suku Mandailing sudah memeluk

agama [slam, maka mereka memakai hukum Islam dalam pewarisan.

3) Memakai hukum konvensional/hukum nasional, sebab bila hukum
adat dan hukum Islam tidak ingin dipakai maka mereka memakai
hukum nasional.

Dalam suku Mandailing mengenai waris cepat-lambatnya orang
memakai kata sepakat dalam pembagian harta itu tergantung dari faktor
ekonomis dan religio-magis. Seperti: Putra-putra Mandailing yang
ayahnya mencapai sukses didalam hidupnya, ingin secepat mungkin
memiliki pembagian didalam harta pencarian almarhum; dengan
pemilikan itu mereka akan turut menikmati sukses yang terkandung di
dalam harta tersebut sebagai kekuatan gaib. Sebaliknya, ladang-ladang
warisan kakek leluhur mereka misalnya akan mereka biarkan tetap tak
terbagi seumur hidup. Waris utama pada kekerabatan Patrilinial
khususnya suku Mandailing maka dalam hal ini terasakah adanya
ketegangan antara tuntutan hak dari kesatuan keluarga dengan tuntutan
hak dari kerabat tersebut yang ingin mewarisi harta kepada keluarga.

Dalam pembagian warisan dalam suku Mandailing yang memiliki
waris dibagi atas 3 (tiga), yaitu:

1) Anak laki-laki tertua.

2) Anak laki-laki termuda.

3) Anak laki-laki sulung dan bungsu.

Hambatan dalam waris adat Mandailing adalah anak tidak mewarisi
dari salah seorang di antara orang tertuanya yang instusional tetap tinggal
dalam kerabatnya, sedangkan anak-anak tidak masuk di dalamnya. Dan
suatu hambatan lain bagi anak di dalam terlaksana bersegi satu untuk
mewarisi dari kedua orangtua, ialah bentuk perkawinan yang berakibat

bahwa anak yang kawin dibebaskan dari panguyuban hidup kekerabatan.



53

Contoh dimana anak perempuan dengan perkawinan keluar dari kerabat
ayahnya, sehingga ia tidak dapat menuntut hak mawaris tanpa wasiat.

Dan dalam Adat Mandailing yang sudah mengalami perubahan
dikarenakan dalam adat tersebut sudah berbaur dengan agama. Sehingga
dalam adat Mandailing hukum yang menetapkan dalam waris adalah
memakai hukum Islam. Walaupun lebih banyak laki-laki yang mendapat
waris seperti halnya hukum adat, namun dari pihak perempuan pun
mendapat bagian dalam waris yang telah ditentukan dalam hukum Islam.
Itulah sebabnya hukum adat mulai banyak dilupakan yang menyebabkan
pergantian dalam adat Mandailing.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, pada saat
sekarang ini masyarakat batak Mandailing mayoritas menggunakan
ketentuan hukum Islam, dalam hal pembagian warisannya, dikarenakan
masyarakat Mandailing pada saat sekarang mayoritas beragama Islam.
Walaupun masih ada sebagian kecil yang masih mempertahankan
ketentuan adatnya, yaitu memegang garis keturunan kebapaan
(Patrilinial).

. Hukum Adat Melayu (Rokan Hulu)

Hukum waris menurut hukum adat Rokan Hulu, senantiasa
merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu
mungkin disebabkan karena kekhasan dan _keunikannya bila
dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di
Indonesia ini.

Bahwa sistem kekeluargaan sebahagian masyarakat di Rokan Hulu
adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung
menurut garis ibu. Dengan sistem tersebut, dalam masalah harta soko ini,
maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya
sendiri. Dasar hukum waris kemenakan di Rokan Hulu, bermula dari
pepatah adat, yaitu pusaka itu dari nenek turun kemamak, dari mamak
turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka

ataupun mengenai harta soko misalnya gelar Datuk.
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Apabila ia meninggal dunia, gelar tersebut akan turun kepada
kemenakannya dan tidak sah jika gelar itu dipakai oleh anaknya sendiri.
Demikian pula yang berupa sebidang tanah atau sebuah rumah yang
diwarisi secara turun temurun dari dahulu sampai sekarang. Harta ini
hanya boleh diambil manfaatnya dan tidak boleh diperjualbelikan. Harta
ini hanya diwarisi oleh anggota persukuan dan sebahagian persukuan
mempunyai Harta Soko.

Dalam suatu sistem kekerabatan dari orang Islam yang terikat pada
adat tertentu seperti di Rokan Hulu, terdapat pihak yang oleh hukum adat
dinyatakan sebagai ahli waris, misalnya (anak dari saudara perempuan)
tetapi dalam hukum faraidh tidak tercatat sebagai ahli waris ashhabul
Sfurudh dan ‘ashabah, ia hanya dapat ditempatkan sebagai ahli waris
dzawi al-arham. Dengan adanya kebijaksanaan hukum ini, seseorang
dapat melaksanakan hukum adatnya secara baik dengan tidak melanggar
ketentuan hukum agamanya. Setelah diadakan tindakan sukarela kepada
kerabat yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan, barulah
pembagian harta warisan dilaksanakan. Pembagian harta warisan ini
dimulai dari para ahli waris ashhabul furudh. Jika harta waris masih
tersisa, sisanya dibagikan kepada ahli waris ashabah. Bila dalam
pembagian sisa harta warisan tidak terdapat ahli waris golongan ashabah,
maka sisanya di-radd kan kepada ahli waris ashhabul furudh sesuai
dengan ketentuan bagian fardh mercka, kecuali suami-isteri. Adapun
sebab tidak di-radd-kan sisa harta peninggalan kepada salah seorang
suami isteri, karena pertalian suami isteri kepada orang yang meninggal
adalah semata-mata perkawinan dan tidak mempunyai hubungan darah
(hubungan kekerabatan).

Pelaksanaan pembagian warisan di Rokan Hulu tergantung pada
hubungan dan sikap para ahli waris pada saat pembagian. Pembagian
warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya
dalam suasana persengketaan di antara para ahli waris. Dalam suasana
tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan,

pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara musyawarah antara
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sesama ahli waris/keluarga atau musyawarah antara sesama ahli waris
dengan disaksikan oleh seorang ulama.

Sebaliknya, apabila suasana persengketaan mengiringi pembagian
itu, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara musyawarah
sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa atau musyawarah
sesama ahli waris dengan disaksikan oleh Kepala desa, pemuka
masyarakat dan juga dimintakan bantuan ulama.

Apabila usaha-usaha permusyawaratan ini gagal, baru diajukan ke
pengadilan. Tidak ada kepastian waktu mengenai harta warisan harus
dibagikan. Di daerah ini, terdapat kebiasaan bahwa harta warisan tidak
akan dibagikan selama anak/anak-anak pewaris belum dewasa kecuali
bila ada wali atas anak belum dewasa tersebut. Di Rokan Hulu, anak
angkat tidak dipandang sebagai ahli waris yang mempunyai hak penuh
atas warisan orang tua angkatnya. Seorang anak angkat tetap merupakan
ahli waris dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, pengangkatan
anak sama sekali tidak memutuskan kedudukanya sebagai ahli waris dari
orang tua kandungnya. Janda/duda berhak mendapat )2 dari harta
bersama.

Dalam hal harta bersama tidak mencukupi, janda dapat menguasai
harta asal suaminya sampai ia menikah lagi atau meninggal. Lazimnya,
harta asal dikuasai oleh keluarga asal apabila tidak ada anak. Sedangkan
kalau ada anak, harta asal tersebut akan jatuh pada anak. Apabila suami
membeli sesuatu barang atas nama si suami, maka barang tersebut akan
jatuh pada anak, kalau barang tersebut dibeli atas nama isteri, maka
barang tersebut akan jatuh pada janda. Demikian pula harta asal kembali
ke asalnya kalau tidak ada anak, sedangkan kalau ada anak harta asal
tersebut akan jatuh kepada anak.'®

c. Hukum Adat Minang

Syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada

yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahmi atau kekerabatan

antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh

195 Oemar Salim, Op.Cit., h.2-5.
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hubungan darah dan perkawinan. Pada tahap pertama, seorang anak yang
lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang
melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena si anak keluar dari
rahim ibunya tersebut. Oleh karena itu, hubungan yang terbentuk ini
adalah alamiah sifatnya. Dengan berlakunya hubungan kekerabatan
antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan
kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu.
Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu
(matrilinial).

Berdasarkan hubungan perkawinan, maka seorang istri adalah ahli
waris suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Berlakunya
hubungan kewarisan antara suami dan istri dengan didasarkan telah
dilangsungkan antara keduanya akad nikah yang sah. Pengertian sah
menurut hukum I[slam adalah telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan
syarat yang ditentukan serta terhindar dari segala sesuatu yang
menghalangi.

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam
kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan
dan kehartabendaan, karena hukum kewariasan suatu masyarakat
ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Sistem kewarisan berdasarkan
kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan
sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam
keluarga kepada generasi berikutnya. Pengertian keluarga berdasarkan
pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan.

Dengan demikian, kekeluargaan dan perkawinan menentukan
bentuk system kemasyarakatan. Adat Minangkabau mempunyai
pengertian tersendiri tentang keluarga dan tentang tata cara perkawinan.
Dari kedua hal ini muncul ciri khas struktur kemasyarakatan
Minangkabau yang menimbulkan bentuk atau asas tersendiri pula dalam
kewarisan. Beberapa asas pokok dari hukum kewarisan Minangkabau

adalah sebagai berikut:
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1) Asas Unilateral
Yang dimaksud asas unilateral yaitu hak kewarisan yang hanya
berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan di
sini adalah garis kekerabatan ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari
nenek moyang hanya melalui garis ibu ke bawah diteruskan kepada
anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang
melalui garis laki-laki baik keatas maupun ke bawah.
2) Asas Kolektif
Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah
orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama.
Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan
kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak
terbagi. Dalam bentuk harta pusaka tinggi adalah wajar bila diteruskan
secara kolektif, karena pada waktu penerimaannya juga secara
kolektif, yang oleh nenek moyang juga diterima secara kolektif. Harta
pusaka rendah masih dapat dikenal pemiliknya yang oleh si pemilik
diperoleh berdasarkan pencahariannya. Harta dalam bentuk ini pun
diterima secara kolektif oleh generasi berikutnya.
3) Asas Keutamaan
Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka
atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat
tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak
dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang
lain belum akan menerimanya. Memang asas keutamaan ini dapat
berlaku dalam setiap sistem kewarisan, mengingat keluarga atau kaum
itu berbeda tingkat jauh dekatnya dengan pewaris. Tetapi asas
keutamaan dalam hukum kewarisan Minangkabau mempunyai bentuk
sendiri. Bentuk tersendiri ini disebabkan oleh bentuk-bentuk lapisan
dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.
Sementara itu, ahli waris disini adalah orang atau orang-orang yang
berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian

ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta



58

serta hubungan seorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu
sebagai hak pakai. Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara
praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kekerabatan
matrilinial. Dalam beberapa literatur tradisional adat yaitu tambo
dijelaskan bahwa menurut asalnya warisan adalah untuk anak
sebagaimana berlaku dalam kewarisan bilateral atau parental. Perubahan
ke sistem matrilinial berlaku kemudian suatu sebab tertentu. Ahli waris
atas harta pencaharian seseorang yang tidak mempunyai anak dan istri
adalah ibunya.
3. Hukum Waris Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW)

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (BW)
adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena
wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang
ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang
yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak
ketiga. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang
meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan
kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan
yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu
perwalian) tidaklah beralih.'®

Sedangkan menurut A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian
ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seorang,
akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari
beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli
waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan
pihak ketiga.'"’

Walaupun cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan

oleh para ahli hukum, namun pada pokoknya mereka berpendapat sama,

1% Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, (Jakarta:
Prenada Media Grouf, 2005), h.7.

107" Al Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h.7.
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yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan

harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek),
terutama Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak
kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUHPerdata, menyangkut
hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh
karenanya ditempatkan dalam buku ke II KUHPerdata (tentang benda).
Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke II KUHPerdata ini
menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli waris, karena mereka
berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai
hukum saja, tetapi tersangkut beberapa aspek hukum lainnya, misalnya
hukum perorangan dan kekeluargaan.'®

Menurut Staatblad 1925 Nomor. 415 jo 447 yang telah diubah
ditambah dan sebagainya terakhir dengan S.1929 No. 221 Pasal 131 jo.
Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata tersebut
diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan
dengan orang-orang Eropa tersebut.

Dengan Staatsblad 1917 Nomor 415 jo. 129 jo. Staatsblad 1924 No.
557 hukum kewarisan dalam KUHPerdata diberlakukan bagi orang-orang
Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan Staatsblad 1917 No. 12 tentang
pendudukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia
dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam
KUHPerdata. Dengan demikian maka KUHPerdata diberlakukan kepada:

a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang
misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika dan termasuk orang-orang
Jepang.

b. Orang-orang Timur Asing Tionghoa.

c. Orang-orang timur Asing lainnya, orang-orang pribumi menundukkan

diri.'®

198 Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata
Barat, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.30.
' Ibid.
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Sementara dalam hukum perdata yang dipraktekkan di Pengadilan
Negeri bahwa syarat dari pewarisan adalah: Diatur dalam Title ke-11 buku
kedua KUHPerdata, yaitu:

a. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan
bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini
adalah kematian alamiah

b. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat
pewaris meningggal.

Keterangan ini ditambahi lagi dengan cara mendapatkan warisan,
yaitu:

a. Pewarisan secara Ab Intestato, yaitu pewarisan menurut undang-undang

b. Pewarisan secara Testaamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam
surat wasiat atau Testamen.'"

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seseorang
meninggal seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada
sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah
Perancis yang berbunyi: “le mort saisit le-vit’ (yang mati digantikan oleh
orang yang hidup). Sedangkan segala hak dan kewajiban, dari si yang
meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan saisine.'"!

Menurut Pasal 833 ayat 1 Burgerlijk Wetboek (BW), ahli waris karena
hukum  barang-barang, hak-hak, dan segala piutang dari orang yang
meninggal dunia. Hal ini disebut, mereka (ahli waris) mempunyai
“saisine.''?

Maksudnya agar dengan meninggalnya si peningggal warisan, ahli
waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari si
peninggal warisan tanpa memerlukan sesuatu perbuatan tertentu, walaupun
mereka tidak tahu menahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu.

Jadi, secara khusus tidak perlu diadakan perbuatan penerimaan untuk

menjadi ahli waris, dan tanpa secara khusus ada perbuatan penerimaan ini

1o Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, (Jakarta:
Prenada Media Grouf, 2005), h.14-16.

""Mohd. Idris Ramulyo, Op.Cit., h.31.

12 R Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya: Airlangga

University Press, 2000), h.7.
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(jadi bukan berarti si pewaris memperoleh warisan itu), si waris kehilangan
hak nya untuk menolak warisan itu. Demikian pandangan para ahli seperti
Diephuis, Opzoomer, Land, Veegens, Suyling, Dubois dan Pitlo.

Akan tetapi tidak semua sarjana berpendirian seperti demikian,
misalnya Hamaker, dia berpendirian bahwa seorang waris tidak menjadi ahli
waris bukan hanya karena hukum, tetapi karena penerimaannya. Dengan
terbukanya warisan, maka yang ditunjuk sebagai ahli waris menurut hukum
hanya memperoleh hak untuk menerima warisan. Meijers berpandangan
lain, beliau berpendirian bahwa active-nya langsung berpindah dengan
meninggalnya pewaris, akan tetapi passiva-nya baru muncul setelah adanya
penerimaan. Dalam BW lembaga “saisine” ini tidak hanya berlaku bagi ahli
waris abintestato, akan tetapi sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 955
BW, saisine ini berlaku juga bagi ahli waris testamentair.

Dalam Pasal 833 ayat 1 Burgerlijk Wetboek (BW), dikatakan bahwa
ahli waris itu menurut hukum memiliki segala barang, segala hak dan segala
piutang dari si peninggal warisan. Terhadap hal ini, Klaasen-Eggens
berpendirian bahwa sebenarnya lebih tepat, apabila undang-undang disini
mengatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki hak-hak tersebut
termasuk pula hak-hak kebendaan atas barang-barang itu dan piutang-
piutangnya, dan umumnya dianggap bahwa kewajiban itu langsung
berpindah dengan meninggalnya si peninggal warisan. Hal ini ditentang
oleh Maijers, walaupun menurut beliau stelsel ini lebih sederhana.'"

Klaassen-Eggens meminta perhatian bahwa stelse! yang disarankan
Meijers itu sesungguhnya bertentangan dengan hak berpikir (recht van
beraad).

Oleh karena itu, dalam ketentuan-ketentuan mengenai hak berpikir ini,
dikatakan bahwa ahli waris yang tidak menggunakan hak berpikir itu juga
tanpa ia menerima dapat dipertanggungjawabkan terhadap kewajiban-
kewajiban dari si peninggal warisan. Sedangkan ahli waris yang yang tidak
patut mewarisi (onwaarsiq) menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 838,

839,dan 840 untuk ahli waris tanpa festament dan pasal 912 untuk ahli

13 1bid.
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waris dengan testament. Adapun Pasal 838 KUHPerdata menyatakan bahwa

orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris karena dikecualikan dari

pewarisan adalah sebagai berikut:

a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau
mencoba membunuh si yang meninggal.

b. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena memfitnah
yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan
kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih
berat.

c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang
meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat
wasiat si yang meninggal.'™*

Selain itu, ada orang yang oleh undang-undang berhubungan dengan
jabatannya atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan yang
meninggal tidak dibolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat
yang diperbuat oleh si peningggal, mereka itu diantaranya ialah:

a. Notaris yang membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menghadiri
perbuatan festament itu.

b. Pendeta yang melayani atau /ebai yang merawat si yang meninggal
selama sakitnya yang terakhir.'"”

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa testament dan ahli
waris testament dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak
sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli
waris. Dua hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris:

"4 Maman Suparman, Op.Cit., h. 66.
"5 Mohd Idris Ramulyo, Op.Cit., h.32.
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a. Jika ia oleh Hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi
wajib ada putusan Hakim yang menghukumnya.

b. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk
membuat, mengubah, atau membatalkan testamenmya.

c. Jika ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan festament dari si
peninggal warisan.

Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris adalah:

a. Jika ia oleh Hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal
warisan.

b. Jika ia oleh Hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan
secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam
hukuman penjara sedikitnya 5 tahun."'®

Sementara dalam Pasal 840 KUHPerdata dijelaskan “seorang yang
telah dinyatakan sebagai ahli waris” artinya secara tata bahasa yaitu
mengingatkan kepada suatu pernyataan Hakim. Dengan demikian keadaan
tak patut itu tidak perlu dinyatakan, namun yang mutlak disyaratkan adalah
bahwa pernyataan tidak patut itu dianggap sebagai semestinya (lihat Pasal
85 dan Pasal 1446 KUHPerdata).

Yang masih jadi masalah antara para sarjana adalah apakah
onwaardigheid (ketidakpatutan) itu berlaku secara otomatis, artinya kalau
dipenuhi_syarat-syarat sebagai yang disebutkan dalam Pasal 838, maka
orang yang bersangkutan langsung tidak dapat mewaris, ataukah untuk itu
perlu adanya keputusan Pengadilan yang menyatakan orang itu adalah
onwaardigh lebih dahulu.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam hukum
perdata (BW) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang
mewarisi, dengan kata lain adalah sah-sah saja orang yang berbeda agama
menjadi waris-mewarisi, disinilah salah satu perbedaan dengan hukum
Islam. Namun ada juga persamaan antara konsep hukum Islam dengan
hukum perdata mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan

membunuh pewaris, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata Barat

116

Maman Suparman, Op.Cit., h. 66.
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menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak
berhak menjadi ahli waris.

Jika kita perhatikan pengaturan waris dalam hukum perdata, terlebih
dahulu kita perhatikan dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah
harta pewaris menurut sistem hukum waris BW melalui dua cara berikut:

a. Menurut ketentuan undang-undang (ab intestato atau wettelijka erfrecht)
b. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair erfrecht).

Adapun menurut ketentuan undang-undang (ab intestato atau
wettelijka erfrecht), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan
karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan. Hal ini
terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa
yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-
undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut.''’

Dengan demikian seseorang dapat mewarisi karena undang-undang
dan juga dengan cara ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam surat wasiat
dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh undang-
undang. Dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari si pewaris
terhadap pembagian harta yang diwariskannya. Jadi, ketentuan ini
menyimpang dari ketentuan undang-undang. Dalam hukum perdata tidak
ada diatur penghalang mewarisi beda agama, namun dalam Pasal 838 KUH
Perdata hanya dikatakan orang yang dianggap tidak patut menjadi waris

karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut:

"7 1bid., h. 22.
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a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau
mencoba membunuh si yang meninggal.

b. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena memfitnah
yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan
kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih
berat.

c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang
meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat
wasiat si yang meninggal.

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa festament dan ahli
waris festament dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak
sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli
waris. Dua hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris:

a. Jika ia oleh Hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi
wajib ada putusan Hakim yang menghukumnya.

b. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk
membuat, mengubah, atau membatalkan testamenmya.

c. Jika ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan testament dari si
peninggal warisan.

Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris adalah:

a. Jika ia oleh Hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal
warisan.

b. Jika ia oleh Hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan
secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam
hukuman penjara sedikitnya 5 tahun.

Maksud perbedaan tersebut, yaitu jika seseorang yang mencoba
membunuh atau memfitnah si peninggal warisan tetap menghibahkan
sesuatu kepada orang tersebut, maka dapat dianggap bahwa si peninggal

warisan telah mengampuni orang tersebut. Dalam hukum perdata diatur
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syarat umum pewarisan yaitu diatur dalam titel ke-11 buku kedua

KUHPerdata, yaitu:

a. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan
bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini
adalah kematian alamiah (wajar).

b. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat
pewaris meninggal.

Menurut Pasal 836 KUHPerdata, untuk bertindak sebagai ahli waris,
si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan
terbuka). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu diperhatikan aturan
pasal 2 ayat (2) KUHPerdata, mengenai bayi dalam kandungan ibu,
dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat:

a. Telah dibenihkan

b. Dilahirkan hidup

c. Ada kepentingan yang menghendaki (warisan).''®

118

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op.Cit., h.14.



BAB III
PEMIKIRAN ABDULLAH AHMAD AN-NA’IM
TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA

A. Biografi Abdullah Ahmad an-Na’im
1. Keluarga dan Pendidikannya

An-Na’im, nama lengkapnya Abdullah Ahmad an-Na’im adalah seorang
aktivis HAM yang dikenal di dunia internasional. Lahir di Sudan tanggal 19
November 1946.'" Keluarga an-Na’im termasuk golongan menengah dalam
stratifikasi sosial. Namun keluarganya cukup memiliki visi pendidikan yang
bagus. An-Na’im seorang muslim yang taat dan terkesan fanatik dalam
membela Islam. Pendidikan dasar sampai dengan pendidikan sarjana
ditempuh di negaranya sendiri, Sudan. Sedangkan studi magister dan
program doktor dilaluinya di luar negeri. Program Strata Satu (S1) an-Na’im
ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Khartoum, Sudan. Sejak muda,
an-Na’im memiliki minat yang kuat dalam bidang hukum, termasuk hukum
Islam dipelajari secara seksama pada seluruh jenjang pendidikan yang
ditempuhnya termasuk studi program S1-nya.

Pada tahun 1970, an-Na’im berhasil menyelesaikan studi di fakultas
tersebut dengan gelar LL.B. An-Na’im melanjutkan studi Program
Pascasarjana (S2) di Universitas Cambridge, Inggris pada tahun 1971,
dengan mengambil spesialisasi tentang hak-hak sipil dan hubungannya
dengan konstitusi negara-negara berkembang dan hukum Internasional (7he
Law Relating to Civil Liberties, Constitutional Law of Developing Countries
and Private International Law). Dari perguruan ini an-Na’im berhasil
memperoleh gelar LL.M. pada tahun 1973 dengan karya ilmiah berjudul
Judical Riview of Administrative Action, the Law Relating to Civil Liberties,

Constitutional Law of Developing Countries and Private International Law.

"9 Husniatus Salamah Zaniati, “Reformasi Syari’ah dan Hak-Hak Asasi Manusia (kajian
atas pemikiran Abdullah Ahmed an-Na’im)” Jurnal IAIN Sunan Ampel, No. 1931(1999), h.67.
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An-Na’im juga mengambil program magister bidang kriminologi
diperguruan yang sama yaitu di Universitas Cambridge Inggris, dengan
menulis karya ilmiah berjudul Criminal Process, Penology, Sociology of
Crime and Research Methodology. Sedangkan untuk program Doktor
(Ph.D) (S3), ditempuh oleh an-Na’im di Universitas Edinburg, Skotlandia
dalam bidang hukum pada tahun 1976, dengan disertasi mengenai
perbandingan prosedur praperadilan kriminal antara hukum Inggris,
Skotlandia, Amerika Serikat dan Sudan (Comparative pre-Trial Criminal
Procedure: English, Scottish, U.S and Sudanese Law)'*°

Meski berasal dari negeri miskin dan terbelakang, an-Na’im mampu
menjadi akademisi bertaraf internasional yang sukses, kariernya sebagai
akademisi dimulai sebagai staf pengajar di bidang hukum di Universitas
Khartoum, Sudan (November 1976 hingga Juni 1985), ketua jurusan hukum
public di almamater yang sama (1979-1985), professor tamu di fakultas
Hukum UCLA, USA (Agustus 1985 sampai juli 1987). Pada Agustus 1988
sampai Januari 1991, ia menjadi professor tamu Ariel F. Sallows dalam
bidang HAM di fakultas Hukum, University Saskatchewan, Kanada antara
Agustus sampai Juni 1992 menjadi professor tamu Olaf Palme di Fakultas
hukum, University of Upshala, Swedia; Juli 1992 sampai Juni 1993 menjadi
sarjana tinggal di kantor the ford Foundation untuk Timur Tengah dan
Afrika Utara, di Kairo, Mesir. Juli 1993 hingga April 1995 menjadi direktur
eksekutif pengawas HAM Afrika di Washington D.C dan sejak Juni 1995
sampai sekarang menjadi professor hukum di Universitas Emory, Atlanta,
GA, Amerika serikat.'*!

Adapun riwayat mengajar dan pengalaman profesionalnya, dapat

ditampilkan pada tabel berikut ini:

Riwayat Karir Jabatan

November 1976-Juni 85 Lecturer and Associate Professor of

120 Adang Jumhur Salikin, Reformasi Syari’ah dan HAM dalam Islam Bacaan Kritis
Terhadap Pemikiran An-Na’im (Yogyakarta: Gama Media, cet pertama, 2004), h.19-20.

21 Abdullahi Ahmed an-Na’im, Curriculum Vitae, December 2014, http://aannaim.
law.emory.edu (Diunduh tanggal 04 April 2018, Jam 13.59 WIB), h.1.
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Law; (Head, Department of Public
Law 1979-85) University of
Khartoum, Sudan

Agustus 1985-Juli 1987 Visiting Professor of Law, School of

Law, University of California at Los
Angeles (UCLA), Los Angeles, CA,
USA

Agustus 1988-Januari 1991 Ariel F. Sallows Professor of Human

Rights, College of Law, University of
Saskatchewan, Saskatchewan,

Canada.

Agustus 1991-Juni 1992 Olaf Palme Visiting Professor,
Faculty of Law, Uppsala University,
Sweden

Juli 1992-Juni 1993 Scholar-in-Residence, The Ford

Foundation, Office for the Middle
East and North Africa, Cairo, Egypt

Juli 1993-April 1995 Executive Director, Human Rights
Watch/Africa, Washington, D.C.,
USA

Juni 1995-Sekarang Professor of Law, Emory University,

Atlanta, GA, USA

Di tengah-tengah kesibukan aktivitas sehari-harinya, beliau banyak sekali
melakukan penelitian dan menulis berbagai topik yang berkaitan dengan
status, aplikasi dan pembaruan internal hukum Islam.'”” Banyak yang
mengenal an-Naim bahwa beliau termasuk ilmuan yang memiliki komitmen
yang kuat terhadap Islam sekaligus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
menegakkan HAM. Selain sebagai ahli hukum, an-Na’im juga seorang yang
ahli dalam bidang hubungan Internasional.'*

. Kondisi Sosial Politik Pada Masanya

Era an-Na’im muda dan pasca kepulangannya dari Inggris ialah ketika
Sudan berada diawal kemerdekaan. Sudan merdeka menghadapi problem
besar untuk menegakkan sebuah rezim nasional yang stabil. Benturan keras
terjadi antara gerakan orang-orang yang komitmen terhadap konsep Islam

Arab sehubungan dengan identitas Sudan dan elite militer yang komitmen

122 g7 -
1bid.
123 K hudori Sholeh, Pemikiran Islam Kontemporer, (Cet.1: Yogyakarta: Jendela: 2003), h.3-
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terhadap konsep sekular kebangsaan Sudan. Hal ini menjadikan Sudan
merdeka sulit menstabilkan rezim politik. Hal ini diperparah oleh
perpecahan antara Muslim-Arab dengan non-Muslim selatan. Sekitar 40%
penduduk Sudan adalah warga Arab, namun warga Nilotic dan Nilo-
Cushitic, termasuk warga Dinka, Nuer, Shiluk, dan lainnya, mencapai
separuh lebih dari jumlah penduduk. Warga utara mengucilkan warga
selatan dari kegiatan politik prakemerdekaan dan dari negosiasi dengan
Mesir dan Inggris.'**

An-Na’im merupakan salah seorang generasi kontemporer dari sarjana-
aktifis muslim yang membina karir kesarjanaannya dengan keterlibatannya
dalam masalah sosial. Pengalamannya sebagai mahasiswa dan pengacara
yang terlibat dalam masalah-masalah sosial di Sudan telah membentuk
pemikirannya. Pengaruh terbesar adalah keterlibatannya dalam The
Republican Brotherhood yang dipelopori oleh Mahmoud Muhammad Taha.
Bersama sama dengan para pendukung Taha lainnya, mereka membentuk
suatu komunitas sosial politik yang dikenal sebagai 7 ahaisme.'”’

The Republican Brotherhood menarik perhatian dunia internasional
ketika pemimpinnya, Mahmod Muhammad Taha, dihukum mati oleh
pemerintah Ja’far Numeiry pada 1985. Kendati demikian para pengikut 7he
Republican Brotherhood tetap eksis menjadi kelompok kecil di Sudan
selama beberapa tahun. Partai Republican Brotherhood didirikan Mahmod
Muhammad Taha sebagai partai Republik di tengah-tengah perjuangan
nasional Sudan pada akhir perang dunia II. Partai ini merupakan sebuah
alternatif bagi partai-partai politik nasionalis besar, sebab pendirinya merasa
partai-partai itu didominasi pemimpin-pemimpin muslim konservatif.
Walaupun partai ini meraih kemenangan kecil dalam pemilu tetapi Mahmod
Muhammad Taha menekankan perlunya transformasi Islam dan

pembebasan dari dominasi kekuatan-kekuatan sektarian.

124 Tholkhatul Khair, Ideologi Pemberlakuan Hukum Islam Studi Pemikiran Abdullahi
Ahmed an-Na’im Pendekatan Sosiologi Pengetahuan, Journal.uin-suka.ac.id, (Semarang: Al-
Syari’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan hukum, 2011), Vol.54, h.1279.

125 Abdullahi Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, h.x.
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Sejak an-Na’im bergabung dengan partai The Republican Brotherhood
beliau giat melakukan perlawanan terhadap kampanye Islamisasi yang
dimotori oleh Numeiry. Mahmod Muhammad Taha yang menjadi guru dari
an-Na’im ditahan tanpa proses pengadilan termasuk an-Na’im juga ikut di
dalamnya. Mereka dibebaskan pada akhir tahun 1984, tetapi pemimpinnya,
Mahmod Muhammad Taha, ditangkap kembali dengan tuduhan menghasud
dan pelanggaran lainnya sampai kemudian hukuman eksekusi terhadapnya
pada tahun 1985. Pemimpin lainnya juga ditangkap tetapi hanya Ustadz
Mahmod Muhammad Taha yang dihukum mati. Pada proses ini, Abdullahi
Ahmed an-Na’im mengambil langkah untuk menegosiasikan pembebasan
sekitar 400 anggota The Republican Brotherhood, tetapi tidak dapat
menjamin pengampunan ustadz Taha gurunya. Sejak itu kelompok ini
sepakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik dan secara resmi
membubarkan diri.'*°

Setelah dua bulan (76 hari) di laksanakan eksekusi atas Muhammad
Taha, pemerintahan Jenderal Numeiry digulingkan lewat suatu
pemberontakan dan kudeta pada tanggal 6 April 1985. Peristiwa ini menurut
an-Naim, banyak dipengaruhi oleh pemikiran cemerlang Muhammad Taha.
Setelah wafatnya Muhammad Taha, The Republican Brotherhood hengkang
dari aktifitas politik Sudan. Kelompok ini banyak aktif dalam kegiatan
sosial kemasyarakatan. an-Naim sendiri selaku tokoh sentral dalam gerakan
ini berusaha keras mentransformasikan pemikiran Taha tentang metode
Naskh yang tertuang dalam al-Risalah al-Tsaniyah Min al-Islam. Kemudian
an-Naim menjadi penerus Muhammad Taha, sehingga menghasilkan karya
yang spektakuler, yaitu Toward an Islamic Reformation Civil Liberaties
Human Right and Internasional Law.

Sejak terbunuhnya Mahmod Muhammad Taha, dan berikut penggulingan
Numeiry, kelompok ini secara tidak resmi diorganisasikan kembali menjadi

komunitas sosial yang bergerak dalam usaha reformasi Islam dan

126 Lihat pengantar: Abdullah Ahmad an-Na’im, Toward an Islamic Reformatian; Civil
Liberties, Human Right and International Law (New Y ork: Syracuse University Press, 1990), h.x-
Xii.
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melanjutkan menyebarkan pemikiran dan ajaran Mahmod Muhammad Taha.
Para pemimpin kelompok ini menekankan dan lebih tertarik pada reformasi
kepercayaan ketimbang aksi politik secara langsung.

An-Na’im sendiri menekankan bahwa pesan ini mewakili suatu
pendekatan, bukan aksi politik, namun begitu tidak berarti aktivitas politik
berhenti sama sekali. Beliau justru giat mendakwahkan ajaran dan ide-ide
Mahmod Muhammad Taha pada ceramah-ceramah dan tulisan-tulisan
terutama diluar Sudan. An-Na’im beranggapan bahwa mengambil ajaran
Mahmod Muhammad Taha untuk dikembangkannya adalah tanggung
jawabnya. Abdullahi Ahmad an-Na’im sendiri telah membuktikan bidang
spesialisasinya, yakni hukum publik, mereinterpretasikan hukum publik
Islam dari perspektif ajaran Mahmod Muhammad Taha.'?’

Sudan juga sudah multi etnis dan religius, Ada sekitar 567 suku di negeri
ini dan lima kelompok bahasa Islam, terutama Sunni, menjadi agama
mayoritas bagi penduduk Sudan yang berjumlah kira-kira 75% dan sebagian
besar berdomisili di Sudan bagian utara. Sedang di wilayah selatan banyak
yang menganut agama aliran kepercayaan, yakni sekitar 16,7% penganut
Kristen 5% dan lain-lain 2,4%."*®

Sudan mengalami proses Islamisasi yang pada saat kebersamaan dialami
juga oleh Pakistan, tetapi dengan versi yang lebih ringan dan lebih hati-hati
karena oleh sejumlah besar golongan minoritas (non muslim) di sebelah
selatan negara harus diberi jaminan. Hassan al-Turabi dikecam oleh lkhwan
al-muslimin karena terlalu banyak mengadakan kompromi. Sedangkan para
pemimpin tradisional Sufi menolak pembaharuan Ilkhwan al-muslimin
secara keseluruhan, Secara umum lebih moderat dan lebih bertahap dalam
pendekatannya dari pada yang telah dilakukan oleh tetangga negaranya,
Mesir. Sebaliknya Sayyid al-Mahdy menganggap Ikhwan al-Muslimin

terlalu tradisional dalam penafsirannya tentang Islam. Dia lebih menyukai

127 . 33
Ibid., h.xii.
128 Theo Tsechuy, Sudan dalam Etnic conflict and Religion (Switzerland: Word Council of
Charches, 1997), h.28-29. Diterjemahkan R.Brata Maja Sudan Dalam Ensiklopedi Indonesia seri
Geografi Afrika. h.221.
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ijtihad baru yang lebih penting ketimbang segala mazhab dan ajaran hukum
yang lama, yang mengambil sumber-sumber Islam, filsafat dan seperangkat
intitusi yang cocok dengan modern.'*’

Pada mulanya Islamisasi disukai masyarakat utara Sudan, dimana banyak
orang yang meraskan akibatnya yang berupa menurunya angka kejahatan
dan korupsi, Pencambukan dan pemotongan anggota tubuh lantaran
diterapkan hukum Islam sebagai konstitusi negara. Akan tetapi Numeiry
menggunakan Islam untuk memperluas kekuasaannya dan membenarkan
rezim yang semakin represif dan lebih-lebih menerapkan hukum Islam bagi
kalangan non-muslim, justru merusak citra baik di dalam maupun di luar
negeri.

Penerapan syari’at Islam dengan model Qisas, rajam dan dera seringkali
dijatuhkan bagi para penentang rezim Numeiry pada masa kekuasaanya, hal
itu mengakibatkan ketegangan bagi masyarakat Sudan. Sejak tahun 1983-
1985 puncak ketidakserasian masyarakat tersebut adalah ketika seorang
pemimpin pertama yaitu; Mahmod Muhammad Taha guru Abdullahi
Ahmed an-Na’im di jatuhi hukuman mati oleh Numeiry dengan tuduhan
murtad dan demi untuk melindungi kemurnian Islam. Tiga bulan kemudian
yaitu tahun 1985 sebuah revolusi rakyat dengan sebuah kedekatan berhasil
menumbangkan rezim Numeiry.

3. Karya-Karya Ilmiahnya

An-Na’im telah menulis sejumlah buku dan artikel yang termuat
diberbagai buku dan jurnal ilmiah. Diantara karya tulis an-Na’im dapat
diklasifikasikan sebagai berikut: Pada tahun 1973 (untuk menyelesaikan
program akhir S2), an-Na’im menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang
berjudul Judical Review of Administrative Action, the Law Relating to Civil
Liberties, Constitutional Law of Developing Countries and Private

International Law.

129 Bdwar Martimer, Islam dan Kekuasaan, Alih bahasa Enna Hadi dan Rahmani Astuti.
Cet. I (Bandung: Mizan 1984), h.244.
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Pada tahun 1976 (untuk menyelesaikan program akhir S3), an-Na’im
menyelesaikan karya ilmiah berupa disertasi dengan topik “Perbandingan
Prosedur Praperadilan Kriminal antara Hukum Inggris, Skotlandia, Amerika
Serikat dan Sudan (Comparative pre-Trial Criminal Procedure: English,
Scottish, U.S and Sudanese Law)."**

Pada tahun 1990, diantara karyanya yang terkenal adalah buku Toward
an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and Internasional
Law, yang diterbitkan Syracuse University Press. Buku Toward an Islamic
Reformation (TIR) ini dapat dipandang sebagai magnum opus-nya an-
Na’im, yang sudah diterjemahkan ke dalam tiga bahasa (Arab, Indonesia,
dan Rusia). Di dalam buku inilah elaborasi tentang gagasan utama an-Na’im
dikemukakan, khususnya berkaitan dengan berbagai argumen yang
mendukung asumsi akan perlunya melakukan reformasi syariah menuju
syariah yang lebih humanis, sejalan dengan tuntutan dan prinsip-prinsip
HAM dan hukum internasional modern. Dalam konteks itulah dikemukakan
latar belakang dan argumen an-Na’im tentang perlunya reformasi syariah
tersebut, metode yang ditawarkan untuk melakukan reformasi syariah itu
sendiri, disamping bacaan an-Na’im tentang keberadaan syariah dewasa ini
yang dinilainya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum
internasional modern.

An-Na’im juga menjadi editor beberapa buku, yaitu:

a. Pada tahun 1990, dengan topik “Human Rights in Africa: Cross-cultural
Perspectives” dengan Francis M. Deng (Washington, DC: Brookings
Institution, 1990)

b. Pada tahun 1992, dengan topik “Human Rights in Cross-Cultural Pers-
Perspectives: Quest For Consensus” (Philadelphia, PA: University of
Pennsylvania Press, 1992)

c. Pada tahun 1994, dengan topik “The Cultural Dimensions of Human
Rights in the Arab World” (Cairo: Ibn Khaldun Center for
Developmental Studies, 1994)

139 Adang Jumhur Salikin, Op.Cit., h.20.
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d. Pada tahun 1995, dengan topik “Human Rights and Religious Values: An
Uneasy Relationship bersama Jerald D. Gort, Henry Jansen & Hendrik
M. Vroom (Grand Rapids: Eerdmans Publishing, 1995).

e. Pada tahun 1999, dengan topik “Universal Rights, Local Remedies:
Legal Protection of Human Rights Under the Constitutions of African
Countries (London , Interights, 1999).

f. Pada tahun 2000, dengan topik “Proselytization and Communal Self-
Determination in Africa (Maryknoll, NY: Oribis Books, 2000).

g. Pada tahun 2002, dengan topik “Islamic Family Law in a Changing
World: A Global Resource Books (London, UK: Zed Books, 2002); dan
Cultural Transformation and Human Right in Afrika (London, UK: Zed
Books, 2002)”

Di samping itu, an-Na’im menulis sekitar 50 artikel dan Chapters yang
seluruhnya berkaitan dengan HAM, konstitusionalisme, hukum Islam dan
politik.""!

Selain karya itu, juga ditemukan pula karya terbarunya yang berjudul
"Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah". Karya
ini merupakan hasil penelitian selama lebih kurang tiga tahun (2004-2006)
yang dilakukan dibeberapa Negara muslim termasuk Turki, Mesir, Sudan,
Indonesia, Nigeria, dan lain-lain. Ada beberapa catatan kecil yang menarik
dari buku ini. Pertama, versi orisinal buku hingga sekarang belum terbit.
Rencananya tahun (2008) baru akan dicetak. Versi Indonesia ini sendiri
diterjemahkan dari draft asli yang ditulis dalam bahasa inggris.

Diihat dari karya-karyanya, an-Na’im termasuk ilmuwan yang memiliki
komitmen kuat terhadap Islam. Perhatian utama an-Na’im adalah hukum
Islam dalam kaitannya dengan isu-isu internasional modern, seperti HAM,
hubungan internasional, konstitusionalisme modern dan hukum pidana
modern. Menurutnya, hukum Islam saat ini membutuhkan reformasi total

atau rekonstruksi menyeluruh.

B bid., h.30-31.
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B. Pemikiran an-Na’im Tentang Kewarisan Beda Agama

Terhalangnya orang yang berbeda agama dengan pewaris itu merupakan
diskriminasi hukum keluarga dan hukum syariah. Pengabaian berbagai
pembenaran-pembenaran historis dan berbagai masalah diskriminasi terhadap
perempuan dan non muslim dibawah syariah tidak dapat lagi dibenarkan.'**

Diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah syariah juga telah
melanggar penegakan hak asasi manusia. Menurutnya, kafir untuk saat ini tidak
relevan diterapkan jika di dalamnya mengandung unsur diskriminatif,
ketidakadilan, dan menciderai hak asasi manusia. Konsepsi kafir dalam konsep
fikih Islam yang disebutkan sebagai penyebab penghalangnya hak waris
semestinya dihapus karena penghalang atas nama kafir ataupun murtad jelas
diskriminasi terhadap ahli waris yang berbeda agama. Kafir dalam bahasa an-
Na’im tidak seperti terminologi para ulama klasik yang terjebak pada
terminologi yang tidak adil.

Secara umum terlihat berbagai ketidakadilan dalam pandangan an-Na’im
dalam hukum pidana dan perdata Islam terhadap wanita: Muslim dan orang-
orang non muslim. Jika dihubungkan dengan hak-hak asasi manusia yang
dipahami secara universal saat ini, maka ketentuan hukum syari’ah tidak dapat
menyesuaikan diri dengan kondisi itu."”

Untuk menyelesaikan problem ini, an-Na’im mengajak untuk memahami
diskriminasi tersebut sebagai norma temporer sistem syariah, walaupun pada
dasarnya syariah sendiri telah berupaya mengurangi lingkupnya dan membatasi
pengaruhnya. Dalam kaitannya dengan hal ini, an-Na’im tidak bermaksud
melakukan pembenaran historis atas terjadinya diskriminasi dalam sistem
syariah. Bahkan, ia mengabaikan tentang kontroversi tentang berbagai argumen
seputar pembenaran tersebut. Yang ingin ditegaskan an-Na’im adalah bahwa
diskriminasi perempuan dan non muslim dibawah sistem syariah tidak
dibenarkan lagi, karena secara nyata bertentangan dengan HAM. Diskriminasi,

baik di atas gender maupun agama merupakan titik konflik yang paling serius

132 1bid., h.281.
133 1bid., h. 339-340.
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antara syariah dengan HAM universal. Diskriminasi atas dasar agama
terungkap sebagai salah satu sebab utama konflik dan perang antar bangsa.
Dengan kata yang lebih tegas lagi, an-Na’im mengatakan diskriminasi atas
dasar agama ataupun jenis kelamin saat ini secara moral itu memuakkan dan
secara politik tak dapat dilindungi.

Akibatnya an-Na’im mengatakan bahwa piagam PBB merupakan sumber
terbaik bagi apa yang oleh studi ini disebut sebagai “sumber-sumber dan
prinsip-prinsip hukum internasional”. Piagam PBB adalah suatu perjanjian
yang secara sah mengikat hampir seluruh negara di dunia, termasuk semua

1 Menurutnya, Jika terjadi pertentangan antara hukum

negara Islam modern.
internasional dengan hukum Syari'ah, maka yang harus diubah adalah hukum
Syari'ah. Dengan pola pikir semacam itu maka ia menawarkan metode
evolusiner yang dipernah diajukan oleh gurunya Mahmud Muhammad Thaha,
yaitu jika selama ini Syari'ah diskriminasi terhadap agama dan gender,
sekarang Syari'ah juga harus berani melarangnya.'*> Konsep yang dipakai oleh

an-Na’im mungkin bisa digambarkan sebagai berikut:

Realitas Memaha Menemu Dialog Harmonisa
yang > i » kan » antara pesan |—p| si realitas
menjadi realitas pesan universal dengan
problem secara universal dengan teks teks
holistik ajaran wahvu
Syariah Islam Menafsirkan wahyu Kesesuaian Syariah
bertentangan dengan dengan hukum modern
Konvensi Internasional "| Sesuai dengan konteks | Hukum Konstitusional dan
HAM Internasional
13 Ibid., h. 266.

135 1bid., h. 97.
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Ketika an-Na’im mengatakan bahwa substansi hukum Islam sejalan
dengan norma-norma legal hak-hak asasi manusia universal, dan dapat sejalan
dengan berbagai kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar-standar
hukum internasional, ia mendasarkan pemikirannya pada prinsip resiprositas.

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang
lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Prinsip ini menurut
an-Na’im dimiliki oleh semua tradisi agama besar dunia, termasuk Islam.
Selain itu, prinsip ini menurutnya memiliki kekuatan moral dan logika yang
dapat dengan mudah di apresiasi oleh semua umat manusia.'*°

Tujuan dari prinsip ini adalah mencoba mencapai taksiran yang paling
dekat untuk menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Penerapan prinsip
ini menurutnya haruslah bersifat saling menguntungkan, artinya ketika
seseorang mengidentifikasikan orang lain, maka seseorang hendaknya
menggunakan prinsip timbal balik yang sama. Dalam hal ini, kriteria yang di
kedepankan an-Na’im dalam mengidentifikasi hak-hak asasi manusia universal
adalah bahwa hak-hak itu diberikan atas dasar kemanusiaan. Dengan demikian,
ketika hak-hak asasi manusia universal itu diklaim oleh suatu tradisi untuk
anggota-anggotanya, maka dengan sendirinya tradisi tersebut harus mengakui
anggota-anggota dari tradisi lain."’

Selain mendasarkan pada prinsip resiprositas, an-Na’im juga
mendasarkan pemikirannya pada dua kekuatan utama yang memotivasi seluruh
tingkah laku manusia, yaitu kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas.
Kehendak untuk hidup artinya manusia selalu berusaha keras untuk menjamin
kebutuhan makan, perumahan, dan kesehatannya, serta apa saja yang berkaitan
dengan kelangsungan hidupnya. Pada saat yang sama, manusia juga berusaha
keras untuk memperbaiki kualitas hidupnya melalui perjuangan politik untuk
mencapai distribusi kesejahteraan dan kekuasaan dengan adil dan jujur. Pada

tahap tertentu, antara kedua kehendak ini bisa tumpang tindih, tetapi pada

136 An-Na’im, Op.Cit., h.310.

B7 An-Na’im, “Syariah dan Isu-isu HAM”, dalam Charles Kurzman (ed.). Wacana Islam
Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global, terj. Bahrul Ulum (Jakarta:
Paramadina, 2001), h.372.



79

tahap yang lain kehendak untuk bebas dapat melampaui kehendak untuk hidup.
Hal ini dikarenakan kehendak untuk bebas merupakan kekuatan yang
menggerakkan kehendak untuk hidup.'®

Menurut an-Na’im, agar penerapan prinsip resiprositas ini dapat
menopang hak-hak asasi manusia universal, maka harus dilakukan penafsiran
secara cerdas, yaitu suatu penafsiran yang akan mencakup pihak lain dari
seluruh umat manusia dengan mengabaikan jenis kelamin, agama, ras, atau
bahasa. Untuk itu, menurutnya ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Pertama,
penafsiran yang berkaitan dengan pihak lain haruslah valid dan dapat dipercaya
dari sudut pandang Islam. Kedua, tradisi-tradisi budaya yang lain secara
bersamaan harus pula menjalankan proses penafsiran yang serupa.

Dalam rangka melakukan penafsiran yang valid dan dapat dipercaya dari
sudut pandang Islam, an-Naim menerapkan prinsip evolusioner untuk meraih
inisiatif kreatifnya. Seperti telah disebutkan di muka, teori evolusioner
Mahmoud Muhamed Taha menyarankan agar dilakukan pengujian secara
terbuka terhadap teks-teks al-Quran dan Sunnah yang melahirkan dua tingkat
atau tahap risalah Islam, yaitu periode Makkah dan Madinah. Pesan Makkah
menurutnya merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang
menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa
membedakan jenis kelamin (gender), keyakinan keagamaan, ras, dan lain-lain.
Pesan itu ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dan
kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan keimanan.'”

Ketika pesan universal yang terkandung pada teks-teks yang turun di
Makkah belum bisa diterima dan dilaksanakan, maka pesan yang lebih realistis
diberikan dan diturunkan di Madinah. Dengan demikian, pesan-pesan universal
periode Makkah yang belum siap dilaksanakan tersebut, ditunda dan diganti
dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan dan diterapkan di
Madinah. Namun demikian, menurut Mahmoud Muhamed Taha, bahwa aspek-

aspek pesan universal Makkah yang ditunda tersebut tidak akan pernah hilang

138 An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, h.314.
1% Ibid., h.103.
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sebagai sebuah sumber hukum. Pesan-pesan tersebut hanya ditangguhkan
pelaksanaannya, menunggu waktu yang tepat.14o

Menurut Mahmod Muhammad Taha selanjutnya, perbedaan teks-teks al-
Qur’an Makkah dan Madinah bukan karena persoalan waktu dan tempat,
melainkan sebenarnya karena perbedaan kelompok sasaran. Implikasi utama
dari penegasan ini terhadap masa sekarang adalah bahwa hukum publik Islam
selama ini lebih didasarkan pada teks-teks al-Qur’an dan Sunnah ada masa
Madinah dari pada Makkah. Dengan memperhatikan isu hak-hak asasi manusia
universal yang menyangkut diskriminasi atas dasar gender dan agama, an-
Na’im menggunakan teori evolusioner Mahmoud Muhammad Taha, untuk
memberikan jawabannya. Dengan kata lain, an-Na’im mengusulkan evolusi
basis hukum Islam dari teks-teks Madinah ke teks-teks masa Makkah. Prinsip
interpretasi evolusioner yang dimaksudkan adalah membalikkan proses
penghapusan hukum suatu teks (nasakh) sehingga teks-teks yang dihapus pada
masa lalu dapat digunakan dalam hukum Islam sekarang. Ketika usulan ini
diterima sebagai basis hukum Islam modern, maka keseluruhan produk
hukumnya akan sama islaminya dengan hukum Islam yang ada selama ini.'*!

Dalam rangka membangun hubungan lintas kultural bagi universalitas
hak-hak asasi manusia, hukum Islam tengah ditantang oleh isu-isu besar yang
harus dihadapinya. Isu-isu besar itu antara lain berkaitan dengan masalah
perbudakan dan diskriminasi, yaitu diskriminasi atas dasar jenis kelamin,
agama, ras, atau bahasa. Menghadapi persoalan hak asasi manusia universal,
yang meliputi masalah perbudakan, diskriminasi terhadap perempuan dan non-
Muslim, an-Naim tidak hanya berusaha memberikan jawaban, tetapi juga jalan
keluarnya.

Dalam mengatasi problem yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan
dengan persoalan hak-hak asasi manusia universal, berangkat dari prinsip
resiprositas dan kehendak untuk hidup bebas di atas, an-Naim menggunakan

metode rekonsiliasi. Metode ini memberi kemungkinan bagi dilakukannya

140 1bid., h.103-104.
41 1bid., h.110.
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penggantian aspek-aspek syariah yang tidak berlaku dan kuno dengan prinsip-
prinsip hukum Islam yang modern dan manusiawi. Dalam hal ini, an-Na’im
menggunakan pendekatan evolusioner yang diusulkan oleh Mahmoud
Muhammad Toha.'**

Menurut an-Naim, selama masa-masa pembentukan syariah (dan paling
tidak selama seribu tahun), konsepsi hak-hak asasi manusia universal belumlah
dikenal. Sesuai dengan konteks historis tersebut, adanya perbudakan adalah sah
menurut hukum. Selain itu, sampai abad ke-20, adalah normal di seluruh dunia
untuk menentukan status dan hak-hak seseorang berdasarkan agama. Sejalan
dengan itu, sampai abad ke-20 pun perempuan secara normal tidak diakui
sebagai pribadi yang mampu menggunakan hak-hak dan kapasitas hukum yang
sebanding dengan yang dinikmati oleh laki-laki. Dilihat dari konteks historis,
pandangan hukum Islam yang membatasi hak-hak asasi manusia universal
dengan demikian dapat dibenarkan. Sesuai dengan konteks historis pula, maka
hukum Islam sebagai sistem hukum yang praktis tidak dapat
mengesampingkan konsepsi hak-hak asasi manusia universal jika harus
diterapkan pada masa sekarang.

Menurut an-Naim, pendekatan yang efektif untuk mencapai pembaruan
hukum Islam yang memadai dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia
universal adalah dengan mengidentifikasi teks-teks al-Qur’an dan Sunnah yang
tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia universal dan kemudian
menjelaskannya dalam konteks historis. Pada saat yang bersamaan di cari pula
teks-teks yang mendukung hak-hak asasi manusia universal sebagai basis
prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum Islam yang secara sah dapat
diterapkan sekarang. 143

Dalam hal ini, an-Na’im menyarankan dilakukannya revisi atas hukum-

hukum Islam, tentu saja dari sudut pandang Islam, untuk memelihara hak-hak

"2 Ibid., h.331 dan 335.
143 An-Naim, Syariah dan Isu-Isu HAM, Op.Cit., h.381.
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asasi manusia universal. An-Na’im tetap mengingatkan bahwa pembaruan

yang dituju haruslah mementingkan keabsahan Islaminya.144

. Istinbath Hukum an-Na’im Dalam Kewarisan Beda Agama

Sesuai dengan pesan ayat-ayat makiyyah, Islam tidak membedakan
antara jenis kelamin, keagamaan, ras, dan lain-lain. Pesan itu ditandai dengan
persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih
dalam beragama dan keimanan tanpa adanya ancaman atau bayangan
kekerasan dan paksaan apapun.'”® Akan tetapi pada periode Madinah,
ketentuan al-Qur'an dan Sunnah mulai membedakan antara laki-laki dan
perempuan, umat Islam dan non-Islam dalam status hukum dan hak mereka di
depan hukum.

An-Na’im menawarkan jalan keluar yang Islami dengan cara
mereformulasikan dan memperbaharui prinsip-prinsip syariah yakni dengan
mencari ayat yang satu dengan ayat yang lain. Menurutnya, dalam pendirian
syariah haruslah memiliki prinsip dasar epistemologi yang jelas
(memperhatikan sosial, budaya, agama, yang berbeda-beda) dan hasilnya bisa
diterima di berbagai kalangan

Dan salah satu teori klasik yang dimanfaatkan oleh an-Na’im adalah teori
Nasakh. Teori ini digunakan oleh an-Na’im dalam kerangka upaya menemukan
kembali relevansi penafsiran hukum Islam ditengah kehidupan modern.
Nasakh sebagai metode pembaharuan yang dinilai menjanjikan bagi reformasi
syariah, khususnya bagi pemecahan konflikasi syariah dengan HAM.'*®

Dalam tradisi intelektual Islam sudah lama dikenal adanya teori nasakh,
yakni suatu teori yang biasa dipakai untuk memilih dan menangkap pesan-
pesan al-Qur’an dan sunnah yang secara tekstual dan substansial dianggap

berlawanan satu sama lain. Melalui teori ini, pesan yang dinyatakan berlaku

144 An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, Op.Cit., h.329.
"3 Ibid., h.103.
146 Adang Jumhur, Op.Cit., h. 125.
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adalah yang datang belakangan, dan yang datang terdahulu dinyatakan tidak
berlaku (mansukh)."*’

Di kalangan ulama sendiri terjadi kontroversi tentang ada tidaknya, atau
mungkin dan tidaknya terjadi kontradiksi diantara ayat-ayat al-Qur’an.
Menurut jumhur ulama bahwa nasakh menurut logika mungkin dan boleh saja.
dan secara syara’ telah terjadi. Alasan mereka adalah firman Allah swt., dalam

surah al-Baqarah ayat 106:

-
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o
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“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia)
lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang
sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? ”

Kemudian jumhur ulama usul fikih menyatakan bahwa seluruh umat
Islam mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu berbuat sesuatu sesuai
kehendak-Nya tanpa harus melihat sebab dan tujuan. Oleh sebab itu, adalah
wajar apabila Allah mengganti hukum yang telah ditetapkan-Nya dengan
hukum lain, yang menurut-Nya lebih baik dan sesuai dengan kemaslahatan
umat manusia.'**

Menurut an-Na’im, dengan merujuk pendapat gurunya Taha, mungkin
saja bahkan wajib untuk memikirkan kembali alasan dan penerapan nasakh
demi kebutuhan pembaruan hukum Islam. Kebolehan menggunakan teori
nasakh bukan hanya otoritas para ahli hukum perintis. Umat Islam modern juga
memiliki hak yang sama untuk melakukan itu sesuai dengan kebutuhan
zamannya. Atas dasar pemikiran ini, dengan mengubah mekanisme kerjanya,
teori nasakh dapat dipergunakan juga untuk memecahkan problem syariah
dewasa ini.'*

Pada dasarnya, pandangan an-Na’im tentang nasakh sama dengan

pendapat yang telah dikenalkan oleh para ulama, yakni sebagai teknik

147 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van. Hoeve),
Cet. 1, 1996, h. 1309.

"% Ibid., h. 1310.

149 Adang Jumhur, Op.Cit., h. 127.
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mengkompromikan ayat-ayat yang secara substansial dianggap bertentangan
satu sama lain, dengan cara menghapuskan atau menangguhkan salah satunya.
Perbedaan an-Na’im dengan mereka terletak pada proses dan dampaknya.
Proses nasakh yang dilakukan oleh para ulama adalah penghapusan atau
penangguhan ayat yang turun lebih dahulu oleh ayat yang turun belakangan.
Sedangkan menurut an-Na’im, proses nasakh tersebut bersifat tentatif, sesuai
dengan kebutuhan. Maksudnya, ayat yang dibutuhkan pada masa tertentu, ayat
itulah yang diberlakukan (muhkam); sedangkan ayat yang tidak diperlukan
karena tidak relevan dengan perkembangan kontemporer dihapuskan atau
ditangguhkan (mansukh) penggunaannya.

Dengan demikian, nasakh menurut an-Na’im berarti penghapusan atau
penangguhan ayat yang turun belakangan oleh ayat yang turun lebih dahulu
atau sebaliknya, bila memang kondisi-kondisi aktual menghendakinya. Ayat
yang sudah dikatakan mansukh apabila diperlukan dapat digunakan lagi pada
kesempatan lain, karena menurutnya, membiarkan nasakh menjadi permanen
berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari agama mereka yang
terbaik. Sementara nasakh secara esensial hanyalah proses logis yang
diperlukan untuk menerapkan nas yang tepat dan menunda penerapan nas yang
lain, sampai saatnya diperlukan lagi.""

Menurut hipotesis an-Na’im, bahwa survei dan pengujian itu akan
bermuara pada kesimpulan bahwa model-model syariah modern itu akan
melahirkan problem yang amat serius dalam praktik, dan bahwa upaya
pembaharuan dalam kerangka syariah sejauh ini belum dan tidak akan mungkin
mencapai tingkat pembaruan yang sungguh-sungguh diperlukan dibidang
hukum publik. Secara singkat dapat dikatakan, upayanya itu sudah tidak
memadai lagi. Karena ketika menggunakan teknik-teknik pembaruan syariah
mereka dibatasi dengan keterbatasan teknik-teknik itu.'>!

Pemikiran an-Na’im tersebut merupakan hasil apresiasinya atas

pemikiran Mahmoud Taha, gurunya. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami

150 1bid., h. 132-133.
1 an-Na’im, Op.Cit., h.69-70.
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gagasan metodologi istinbath hukum yang digunakan an-Na’im, berikut akan
dikutip teori Mahmoud Taha tentang nasakh yang dijadikan dasar bagi
reformasi syariah oleh an-Na’im. Dalam salah satu pernyataannya dikatakan:

“Untuk mencapai tahap reformasi tersebut, kita harus sanggup
menyingkirkan teks-teks al-Qur’an dan Sunnah Madinah yang jelas dan
definitif karena mereka telah melaksanakan fungsi transisinya, dan
selanjutnya mengimplementasikan teks-teks periode Mekkah yang
sebelumnya tidak sesuai untuk tujuan aplikasi praktis akan tetapi
sekarang menjadi satu-satunya yang harus ditempuh.”'>
Bagi Taha, nasakh tidak lain adalah suatu proses evolusi syariah, yakni
pemindahan dari satu teks ke teks yang lain yang relevan dan kontekstual,
sebagaimana dikatakannya berikut ini:

“Evolusi syariah, seperi dijelaskan diatas, secara sederhana adalah

perpindahan dari satu teks ke teks yang lain, dari satu teks yang pantas

untuk mengatur kehidupan abad ketujuh dan telah diterapkan, kepada
teks yang pada waktu itu terlalu maju, dan karena itu dibatalkan. Allah
berfirman: “Kapan saja Kami menasakh suatu ayat, atau menundanya,

Kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau ayat yang sebanding

dengannya. Tahukah kamu bahwa Allah Mahakuasa atas segala

sesuatu? ">’

“Kami datangkan yang lebih baik daripadanya”, maksudnya ialah yang
lebih baik manfaatnya buat kalian dan lebih ringan buat kalian. Dalam kitab
tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa salah satunya ialah Abu Aliyah
mengatakan, “apa saja ayat yang kami nasakh-kan,” maka kami tidak
mengamalkannya, “atau kami menangguhkan-nya”, yakni kami tangguhkan
oleh pihak kami, maka kami akan mendatangkannya atau kami datangkan yang
sebanding dengannya.'>*

Melalui ayat ini Allah swt., memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Nya
bahwa Dialah yang mengatur semua makhluk menurut apa yang Dia
kehendaki, Dialah yang menciptakan dan memerintah, dan Dialah yang

mengatur serta menciptakan mereka menurut apa yang Dia kehendaki. Dialah

yang mengatur hukum-hukum pada hamba-hamba-Nya menurut apa yang

132 An-Na’im, Op.Cit., h.103-104.
133 Adang, Op.Cit., h.134.
*Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 11, 2002), h.812.
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dikehendaki. Untuk itu Dia menguji hamba-hamba-Nya dan ketaatan mereka

kepada rasul-rasul-Nya melalui hukum nasakh.'”

Dari petikan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dicatat yaitu,
bahwa nasakh menurut Taha dan an-Na’im merupakan metode yang
memungkinkan untuk memilih atau menunda ayat-ayat tertentu, atas
pertimbangan kepantasan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan
perkembangan zaman. Konsep nasakh yang demikian ini berbeda dengan teori
yang ada selama ini, yang lebih memperhatikan pada waktu turunnya ayat.

Ketika ayat-ayat madaniyah dinilai berlawanan dengan ayat-ayat
makkiyah, maka ayat madaniyah yang datang belakangan yang dipilih dan
diberlakukan, dan ayat makkiyah menjadi mansukh karenanya. Berbeda
dengan paham tersebut, Taha dan an-Na’im lebih menekankan pada hakikat
dan kondisi pewahyuan, sehingga bagi mereka memberlakukan ayat-ayat itu
sangat kondisional dan konstekstual. Karena itu ayat yang sudah mansukh pada
waktu tertentu dapat dipergunakan lagi bila kondisinya menghendaki.”® An-
Na’im mengadopsi teori nasakh gurunya dengan alasan bahwa:

1. Pesan Mekah adalah pesan abadi dan fundamental yang menginginkan
egalitarianisme seluruh umat manusia. Karena pesan Mekah ini belum siap
diterapkan oleh manusia pada abad ketujuh, maka Allah menurunkan pesan
Madinah yang lebih sesuai dengan kondisi zaman waktu itu.

2. Ayat-ayat Madinah saat ini tidak bisa di aplikasikan lagi karena
bertentangan dengan nilai-nilai modern.

3. Ayat-ayat Makkah harus difungsikan kembali sebagai basis legislasi syari’at
yang baru dengan me-nasakh ayat-ayat Madinah

4. Pemberlakuan teori nasakh lama itu tidak permanen, karena jika permanen
berarti umat Islam menolak sebagian dari agamanya. Misalnya, al-Qur’an
masa Mekah yang paling awal memerintahkan Nabi dan para pengikutnya
untuk menerapkan dakwah secara damai dan mengijinkan kebebasan

memilih pihak lain untuk menerima atau menolak Islam. Akan tetapi, al-

153 Ibid., h.813-814.
136 Adang, Op.Cit., h.133-135.
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Qur’an dan Sunnah masa Madinah secara jelas mewajibkan dan bahkan
menegaskan dibawah kondisi tertentu untuk menggunakan kekerasan guna
memaksa orang kafir untuk memeluk Islam atau memilih salah satu
kemungkinan yang disediakan Syari’ah, seperti hukuman mati, perbudakan
atau berbagai konsekuensi lainnya yang tidak menyenangkan. Seorang yang
murtad bisa dihukum mati oleh Syari’ah.

Dari uraian diatas, menghasilkan sebuah pendekatan baru dalam
modernisasi Islam yang ditawarkan oleh an-Naim yang sebenarnya berangkat
dari pemikiran gurunya Mahmud Muhammad Toha. Muhammad Toha
memiliki pandangan bahwa suatu pengujian secara terbuka terhadap isi al-
Qur’an dan Sunnah yang melahirkan dua tingkat atau tahap risalah Islam, suatu
periode awal Mekah dan berikutnya tahap Madinah. Selanjutnya, dia
berpendapat bahwa sebenarnya pesan Mekah merupakan pesan Islam yang
abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang inkeren pada seluruh
umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), keyakinan
keagamaan, ras dan lain-lain. Pesan itu ditandai dengan persamaan antara laki-
laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan
keimanan. Baik substansi pesan Islam maupun perilaku pengembangannya
selama periode Mekah didasarkan pada ismah, kebebasan untuk memilih tanpa
ancaman atau bayangan kekerasan dan paksaan apapun.’’

Subtansi dari pesan Mekah menekankan nilai-nilai keadilan dan
persamaan yang fundamental dan martabat yang melekat pada seluruh umat
manusia. Sebagai contoh, al-Qur’an selama periode Makkah selalu menyapa
manusia, menggunakan kata-kata seperti, “wahai anak adam” atau ‘“wahai
manusia”.

Sementara itu, al-Qur’an periode Madinah dan Sunnah yang
menyertainya mulai membedakan antara laki-laki dan perempuan, umat Islam
dan non muslim, dalam status hukum dan hak mereka di depan hukum. Semua
ayat dan sunnah yang terkait yang menjadi dasar diskriminasi terhadap

perempuan dan non muslim merupakan ayat-ayat Madinah, bukan ayat-ayat

157 Ibid.
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Mekah. Sebagai contoh, al-Qur’an surat yang dikenal sebagai surat al-Nisa,
berisi aturan yang lebih rinci tentang perkawinan, perceraian, waris dan
semacamnya dengan pengaruh diskriminasinya terhadap perempuan,
diwahyukan selama masa Madinah. Khususnya ayat 34 surat ini diambil oleh
para ahli hukum perintis sebagai dasar prinsip umum tentang Qawwama.
Prinsip umum ini digunakan oleh para ahli hukum perintis sebagai
pengabsahan secara hukum untuk berbagai aturan yang luas tentang hukum
publik. Sebagai contoh, perempuan didiskualifikasi dari memegang jabatan
publik pada umumnya yang melibatkan penggunaan otoritas termasuk terhadap
laki-laki.



BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN DAN ISTINBATH HUKUM AN-NA’IM
TENTANG WARIS BEDA AGAMA SERTA RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM WARIS DI INDONESIA

A. Analisis Pemikiran an-Na’im Tentang Waris Beda Agama

Gagasan an-Na’im, sebagaimana gagasan tokoh manapun, selalu
dipengaruhi situasi yang melingkupinya. Hal ini disebabkan setiap tokoh
merupakan anak zamannya. Sehingga gagasan tokoh merupakan hasil dari
suatu proses sejarah yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan tantangan
yang dihadapi oleh zamannya itu. Oleh karena itu, dalam memahami pemikiran
seorang tokoh perlu dilacak pula latar belakang di tengah masyarakat tempat ia
lahir dan dibesarkan. Tanpa melacak latar belakangnya, boleh jadi pemahaman
yang dihasilkan tidak utuh.

Latar belakang dari pemikiran an-Na’im tidak terlepas dari
kepemimpinan yang terjadi di Sudan, negara dimana an-Na’im berdomisili. Di
samping permasalahan internal pemerintahan yang berganti-ganti dan selalu
berakhir dengan kudeta, terdapat permasalahan yang lebih mendasar yaitu
bagaimana membangun hubungan antara [slam dan negara. Terutama dalam
memberikan definisi Islam yang benar dan tepat untuk sebuah kenegaraan
modern.

Bermula dari sini, an-Na’im kemudian berupaya melakukan reformasi
hukum Islam yang menurutnya bahwa sesungguhnya syari’at Islam itu
bertujuan membangun situasi dan keadaan yang harmonis antara pencipta dan
pelaku syari’at itu sendiri, dan bagaimana umat Islam dapat
mengimplementasikan ajaran-ajarannya tanpa mengganggu ataupun merugikan
umat agama lain dalam rangka upaya dapat masuknya syari’at Islam ke dalam
wacana internasional.

Menurutnya, prioritas pertama yang harus dibongkar adalah hubungan
yang oleh umat Islam dianggap transenden antara syariat dan Islam atau antara
syariat dan sumber sucinya al-Qur’an dan Sunnah. Ide yang diadopsi an-Na’im

dimaksudkan untuk memisahkan secara dikotomik hubungan antara dimensi
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historisitas yang aturannya selalu berubah-ubah, dengan normativitas teks-teks
wahyu (al-Qur’an dan Sunnah), yang sesuai dengan waktu dan tempat. Ide ini
dimaksudkan juga untuk melelehkan atau menghancurkan pemikiran
keagamaan yang telah disakralkan oleh umat Islam.

Tentang sumber suci syariat yaitu al-Qur’an dan Sunnah, ia mengatakan
bahwa pengetahuan kita tentang al-Quran dan Sunnah adalah hasil konsensus
antar generasi semenjak abad ketujuh. Ini bukan berarti bahwa umat Islam
mengarang sumber-sumber ini melalui konsensus, tapi semata-mata untuk
menggarisbawahi bahwa kita mengetahui dan menerima teks-teks ini sebagai
valid karena umat Islam dari generasi ke generasi mempercayainya.
Pemahaman atas syariat seperti apa pun selalu merupakan produk ijtihad dalam
artian pemikiran dan perenungan umat manusia sebagai cara untuk memahami
makna al-Quran dan Sunnah Nabi saw.

Tidak bisa dibayangkan misalnya pemikiran an-Na’im diterapkan pada
teks-teks hukum pidana dan perdata suatu negara. Di situ teks-teks hukum
harus ditinggalkan dan kemudian semua penegak hukum diarahkan agar
berpegang pada situasi sosial yang berlaku di masyarakat masing-masing. Teks
al-Qur’an dan Sunnah ditundukkan pada kehendak waktu dan tempat, pada
akal dan kepentingan sesaat. Realitas sosial menjadi standar kebenaran. Oleh
sebab itu, apapun adanya jika tidak sesuai dengan “teks realitas sosial” harus
diubah dan direinterpretasi. Dengan demikian, ketentuan waris beda agama
yang melarang non muslim menerima warisan harus ditafsir ulang karena tidak
sesuai dengan perkembangan masa kini.

Dalam konteks HAM, an-Na’im menentukan terlebih dahulu titik
berangkat yang sama antara HAM internasional dengan HAM Islam. Dalam
pandangan an-Na’im, pertemuan Islam dengan standar universal HAM itu
terjadi pada prinsip resiprositas, yaitu seseorang harus memperlakukan orang

lain seperti dia menginginkan orang lain memperlakukannya.158

18 Kusmana, “Wacana HAM Perempuan: Survei Awal Terhadap Metodologi Pemikiran
Islam Kontemporer”, Journal of Islamic Sciences, No. 2(2007), h. 234-235.
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B. Analisis Istinbath Hukum an-Na’im Dalam Waris Beda Agama

Dalam metode Istinbath hukum, an-Na’im menawarkan konsep nasakh
terbalik yang pernah di canangkan oleh gurunya Mahmud Muhammad Thaha.
Esensi pendekatan ini adalah membalik proses nasakh itu sendiri. Jika selama
ini ayat madaniyyah menasakhkan (menghapus) ayat makkiyah, karena yang
pertama datang lebih dahulu daripada yang kedua, maka An-Naim
mengusulkan agar ayat makkiyah yang menasakhkan (menghapus hukum) ayat
madaniyyah.

Menurut ulama pada umumnya, nasakh al-Qur’an dimaknai bahwa
sebagian al-Qur’an diganti redaksinya atau hukumnya dengan sebagian hukum
atau redaksi sebagian al-Qur’an lainnya yang didasarkan pada kronologi
turunnya ayat. Artinya, ayat yang di nasakh diwahyukan lebih dulu dan ayat
penasakh diwahyukan belakangan.

Akan tetapi dengan merujuk pada pendapat Taha, pengertian ini dirubah
oleh an-Na’im menjadi ayat-ayat Madaniyah dinasakh dengan ayat-ayat
Makkiyah. Padahal di lihat dari kronologi hal ini bertentangan dengan prinsip
nasakh konvensional. Sebagaimana Taha, an-Na’im berpendapat bahwa ayat-
ayat Makkiyah bersifat general, sementara ayat-ayat Madaniyah Dbersifat
particular. Ayat-ayat general mengasumsikan universalitas makna atau nilai,
sementara ayat-ayat partikular mengasumsikan respon sesaat al-Qur’an
terhadap realitas abad ke-7 umat Islam. Artinya, ayat-ayat pertikular dipandang
sebagai upaya Islam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul ketika
proses pewahyuan al-Qur’an. Karenanya boleh jadi, isyarat-isyarat pesan yang
ada dalam ayat-ayat partikular tersebut tidak cocok lagi di implementasikan
pada konteks kekinian yang situasi objektifnya sangat jauh berbeda dengan
abad ke-7."’

Pendekatan an-Na’im ini sangat problematik. Karena di sini an-Na’im
sepertinya menggambarkan tidak adanya konsistensi dan kesinambungan ayat-
ayat dalam al-Qur’an. Menurut an-Na’im “the specific political and legal
norms of the Qur’an and Sunna of Medina did not always reflect the exact

meaning and implications if the message as revealed in Mecca.”(Norma-norma

159 1bid., h. 233-234.
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politik dan hukum al-Qur’an dan Sunnah yang turun di Madinah tidak selalu
merefleksikan arti serta implikasi yang pasti dari pesan yang diturunkan di
Mekkah). an-Na’im membangun metodologi evolusi syari’atnya dengan
konsep nasakh. Dan konsep nasakhnya pun ternyata juga menggunakan
pengertian yang berbeda dengan yang telah digariskan oleh para ulama
terdahulu.

Di dalam al-Qur’an kata nasakh dalam beragam bentuknya, ditemukan
sebanyak empat kali, yaitu dalam Q.S 2: 106, 7: 154, 22: 52, dan 45: 29. Secara
etimologis, kata tersebut dipakai dalam berbagai arti, antara lain pembatalan,
penghapusan dan pemindahan dari satu wadah ke wadah lain, pengubahan dan
sebagainya. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan
sebagainya dinamakan nasikh. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus,
dipindahkan dan sebagainya disebut mansukh.'®

Adapun pengertian terminologis tentang nasakh, terdapat perbedaan
pendapat diantara ulama. Para ulama mutaqaddimin (abad I-111 H) memperluas
arti nasakh sehingga mencakup:

1. Pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan
kemudian.

2. Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus
yang datang kemudian.

3. Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar.

4. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.''

Para ulama sepakat pada pengertian kedua, ketiga, dan keempat. Namun

istilah yang diberikan bukannya nasakh, tetapi takhsis.'®*

Sedangkan
pengertian pertama, terdapat perbedaan pendapat ulama di dalamnya, yaitu
tentang adanya ayat al-Qur’an yang dibatalkan hukumnya. Jadi, pengertian
nasakh yang umum dikenal kaum muslimin terutama para ulamanya adalah

proses penghapusan atau pembatalan hukum syar’i yang telah ada

10 Subhi al-Shalih, “Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an”, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin,
1977), h.259-260.

11 Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, “al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah”, 11/3, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah), h.81.

12 Subhi al-Shalih, Op.Cit., h.262.
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(lama/terdahulu) untuk kemudian digantikan dengan hukum syar’i yang lain
(baru) berdasarkan dalil syar’i yang datang kemudian.'®®

Persoalan nasakh menjadi kontroversial ketika wacananya dibawa ke
arah nasakh internal al-Qur’an (nasakh ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an
lainnya), apalagi persoalan menasakh al-Qur’an dengan hadis. Jumhur ulama
berpendirian bahwa menasakh sebagian ayat al-Qur’an dengan sebagian ayat
yang lain diperbolehkan. Bahkan diantara mereka ada yang tidak keberatan
untuk menasakh sebagian ayat al-Qur’an dengan hadis.'®* Para ulama yang
sepakat dengan konsep nasakh internal al-Qur’an membagi nasakh menjadi
tiga macam, yaitu:

1. Nasakh tilawah dan hukum. Seperti yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah tentang
“sepuluh susuan yang menyebabkan muhrim”, kemudian dinasakh oleh
“lima susuan”.

2. Nasakh hukum, tilawahnya tetap. Misalnya nasakh hukum ayat ‘iddah
selama satu tahun, sedangkan tilawahnya tetap.

3. Nasakh tilawah, hukumnya tetap. Misalnya tentang ayat rajam.'®

Berbeda dengan pandangan jumhur, sebagian ulama yang dipelopori Abu

Muslim al-Asfahani menolak nasakh sesama ayat al-Qur’an, apalagi pe-
nasakh-an al-Qur’an dengan hadis. Sehubungan dengan itu, mereka akan selalu
bekerja keras mengkompromikan ayat-ayat yang oleh jumhur dinyatakan ayat-
ayat nasikhah dan mansukhah. Menurut mereka, ayat-ayat itu masih bisa
dikompromikan (munasabah) melalui fa’wil (menafsirkan ayat keluar dari
makna zahir), takhsis al-‘amm (pengkhususan ayat yang bersifat umum),
maupun faqyid al-mutlag (membatasi ayat yang bersifat mutlak).'®® Di sisi lain,
para pendukung nasakh menetapkan syarat yang ketat untuk menerapkan
konsep nasakh, yaitu:

1. Hukum yang diganti tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas

berlakunya hukum tersebut selama-lamanya (abadi). Jika nash yang akan

193 Abdul Wahab Khalaf, “Ilmu Ushul al-Figh”, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasr wa al-
Tawzi’, 1990), h. 63.

1% Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Figh”, (Cairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1958), h. 195-
196.

195 al-Khattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, terj. Mudzakir, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,
cet.6, 2001), h. 336-338.

1% Hasby al-Shiddieqy, Tafsir al-Bayan, jil. I, (Bandung: al-Ma’arif ), h. 215.
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dinasakh diikuti ungkapan yang menunjukkan keabadian nash tersebut,
maka tidak boleh dinasakh. Misalnya, sabda Nabi yang menyatakan: “Jihad
tetap berlangsung sampai hari kiamat”, dan firman Allah:”Dan janganlah
kamu terima persaksian mereka buat selama-lamanya.”

2. Hukum yang diganti (mansukh) tidak termasuk masalah-masalah yang telah
disepakati oleh para ulama atas kebaikan atau keburukan masalah-masalah
tersebut. Oleh sebab itu, masalah-masalah yang diterima dari generasi ke
generasi sebagai kebaikan (beriman kepada Allah, berbuat baik kepada
orang tua, jujur, adil, dan sebagainya) harus diterima, atau sesuatu yang
buruk (menganiaya, bohong, dan sebagainya) harus dihindarkan, tidak ada
nasakh dalam masalah seperti ini.

3. Nash yang mengganti (nasikh) turunnya harus lebih akhir dari nash yang
diganti (mansukh), karena nasakh berfungsi menghentikan berlakunya
hukum yang terkandung dalam nash yang diganti (mansukh). Di samping
itu, kedua nash harus sama tingkat kekuatannya.

4. Kedua nash (nasikh dan mansukh) benar-benar sudah tidak bisa
dikompromikan. Bila kedua nash masih bisa dikompromikan meskipun
dengan ta’wil maka nash tersebut tidak bisa di-nasakh. Nasakh hanya
diperbolehkan sebagai langkah terakhir ketika mnash = tidak bisa
dikompromikan sama sekali.'®’

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa di antara hukum-hukum
syara’, ada yang tidak bisa dinasakh. Di antaranya adalah hukum yang telah
ditetapkan berlakunya sepanjang masa, hukum-hukum yang telah disepakati
para cendekiawan tidak dapat menerima perubahan karena secara mutlak
diterima manusia sepanjang masa dan tempat, dan hukum-hukum yang telah
ditetapkan al-Qur’an dan Sunnah secara pasti. Setelah Rasulullah saw., wafat,
hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah, tidak dapat dinasakh

dan berlaku sampai hari kiamat.'®®

Keterangan di atas membantah anggapan
an-Na’im bahwa ulama generasi awal menerapkan konsep nasakh dengan

menghapus ayat-ayat Makkiyyah agar ayat-ayat Madaniyyah bisa diberlakukan.

17 Abdul Wahab Khalaf, Op.Cit., h. 222.
1% Muhammad Abu Zahrah, Op.Cit., h. 190-191.
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Konsep nasakh adalah jalan terakhir ketika ayat-ayat tersebut tidak bisa
dikompromikan dengan jalan lain. Jadi tidak bisa langsung dan asal me-nasakh
ayat-ayat Makkiyyah dengan ayat-ayat Madaniyyah. Apalagi model konsep
nasakh-nya an-Na’im yang membalik proses nasakh, ayat yang turun lebih
awal (makkiyyah) men-nasakh ayat yang turun belakangan (madaniyyah). Ini
tentu sulit diterima.

Kalau dibandingkan dengan teori nasakh yang digagas Taha dan diadopsi
oleh an-Na’im, konsep nasakh yang disusun oleh para ulama terlihat lebih baik
secara metodologi, lebih komprehensif dan utuh. Dan sebaliknya konsep
nasakh- nya an-Na’im terlihat mentah, dangkal, dan prematur. Hal ini terlihat,
misalnya adanya dikotomi ayat-ayat makkiyyah yang dianggap sebagai ayat
utama, sementara ayat-ayat madaniyyah sebagai ayat tambahan. Hal ini tentu
tidak ada dasarnya sama sekali dan menunjukkan ketergesa-gesaan atau
pemaksaan dalam mengambil kesimpulan atau memang karena kedangkalan
an-Na’im tentang ilmu al-Qur’an.

Karena dasar-dasar yang digunakan an-Na’im untuk membangun
metodologi evolusi syari’atnya (yaitu, konsep makkiyyah-madaniyyah dan
konsep nasakh) masih banyak mengandung kejanggalan-kejanggalan secara
ilmiah, maka metodologinya pun sulit diterima secara ilmiah dan akan

menimbulkan banyak pertanyaan bila diterapkan saat ini.

. Relevansi Pemikiran an-Na’im Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia

Sebelumnya perlu ditegaskan kembali bahwa suatu paradigma pemikiran
selalu terkait dengan konteks tempat dan waktu. Begitu juga yang terjadi pada
an-Na’im, pemikiran yang digagas terkait dengan kondisi sosio-politik Sudan
ketika itu. Oleh karena itu, tentunya pemikiran semacam itu akan berbeda bila
diterapkan dalam konteks Indonesia.

Di Indonesia, seperti kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia asli
disamping tunduk pada hukum adat daerah masing-masing, juga merupakan
pemeluk agama yang berbeda. Namun, Islam sebagai agama yang memiliki

penganut terbesar di Indonesia memiliki peraturan-peraturan hukum atau



96

disebut Syariat Islam yang banyak diikuti oleh penganutnya sehingga memiliki
pengaruh kuat dalam hukum waris di Indonesia.

Pertama-tama yang perlu dipahami adalah bagaimana karakteristik
hukum Islam dan kondisi sosio-politik dan kultural masyarakat Indonesia saat
ini. Untuk itu perlu dijelakan bahwa Indonesia adalah negara nasionalis bukan
negara Islam, namun mayoritas atau sekitar 85% penduduknya adalah muslim.
Muslim Indonesia mayoritas adalah penganut mazhab Syafi’i dalam fikih dan
Ahlu Sunnah dalam Teologi. Mazhab-mazhab yang dipahami adalah mazhab
yang diproduki oleh ulama klasik.

Hukum Islam sebagai sebuah komponen penting hukum nasional
Indonesia menawarkan konsep-konsep tentang penegakan hukum dan keadilan.
Peradilan dalam Islam dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam. Sama halnya dengan sistem hukum
lainnya yang hidup dan berlaku di seluruh dunia, khususnya di negara-negara
yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam masih tetap eksis
dan berlaku termasuk di Indonesia. Keadaan ini ditandai dengan beberapa
hukum positif nasional yang didasarkan atas hukum Islam seperti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Sementara hukum Islam yang diterapkan dalam hukum positif Negara,
baru terbatas pada hukum perkawinan dan kewarisan yang penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh peradilan agama. Secara historis, hukum Islam di Indonesia
yang disebutkan di atas pada dasarnya merupakan kompromi politik orde baru
dengan tokoh Islam moderat saat itu. Sementara sebagian besar muslim
Indonesia pada dasarnya juga seorang nasionalis. Hal ini bisa dilihat dari
diterimanya Pancasila sebagai dasar negara bukan Islam sebagai dasar negara.
Namun ada beberapa elemen atau tokoh yang tetap menghendaki
diterapkannya syari’ah Islam di Indonesia. Upaya penerapan syari’ah Islam
sebagai hukum positif negara dapat dilihat dari beberapa partai politik yang
berasaskan Islam dan menjadikan penerapan syari’at Islam di Indonesia

menjadi target politik mereka.
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Di Indonesia, untuk menangani masalah perdata umat muslim terutama
hukum kewarisan ini, maka diselesaikan di pengadilan Agama sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman. Di pengadilan Agama, rakyat bisa mencari
dan mendapat keadilan dalam bidang perdata. Karena tugas dan wewenang
pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadagah, dan ekonomi
syariah.

Dalam perkembangannya, ternyata wasiat wajibah tidak hanya diberikan
kepada anak angkat maupun orang tua angkat, akan tetapi diberikan kepada
ahli waris beda agama. Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia, ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris
yang beragama non-muslim, yaitu terdapat pada putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 16.K/AG/2010, putusan-putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tersebut menyatakan memberikan wasiat wajibah pada
keluarga atau ahli waris beda agama, jadi yurisprudensi tersebut berbeda
dengan konsep Fikih Islam, dimana ahli waris yang berbeda agama tidak dapat
mewarisi harta dari si pewaris yang beragama Islam. Beberapa putusan
Mahkamah Agung diatas telah menjadi yurisprudensi dan sebagai sumber
hukum yang dipakai di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia selain peraturan
perundang-undangan, doktrin, adalah yurisprudensi.

Dalam berbagai hal, ide an-Naim ini sangat absurd. Sebab beberapa
perangkat hukum dalam syariah Islam meniscayakan campur tangan negara,
untuk mencegah terjadinya kekacauan dan keonaran. Dalam pelaksanaan
hukum kriminal, pengaturan ekonomi, pernikahan, talak, wasiat, dan lain
sebagainya, rasanya sulit membayangkan negara untuk tetap netral.

Di Indonesia saja, urusan pendidikan Islam, pernikahan, zakat, haji,
pemakaman Islam, wakaf, dan sebagainya, telah melibatkan campur tangan
negara, dan itu berjalan biasa-biasa saja. an-Na'im selanjutnya menegaskan

relativitas syariah, karena ia merupakan produk pikiran manusia terhadap al-
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Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, ia tidak bisa terlepas dari pengaruh ruang
dan waktu, konteks historis, sosial, dan politik penafsirnya. Syariah dengan
demikian tidak suci, apalagi kekal dan permanen yang bisa berlaku untuk
semua waktu dan tempat. Di sini an-Na'im seolah-olah mengasumsikan bahwa
setiap orang memiliki kemampuan mengakses, memahami, dan berinteraksi
dengan al-Quran dan Sunnah. Pemahaman relativisme dan desakralisasi
syariah semacam ini sangat berbahaya. Karena akan berimplikasi pada
pemikiran bahwa agama itu sendiri adalah hasil kreasi manusia. Artinya, Islam
adalah produk rekayasa pikiran manusia. Pendapat ini sangat berimplikasi
panjang. la bukan hanya menegasikan nilai kesakralan agama.

An-Na'im memang menawarkan kemungkinan penerapan syariah melalui
jalur demokrasi. [a mengatakan bahwa untuk menjadikan hukum Islam sebagai
peraturan dan hukum publik, ia hendaklah mendapatkan approval dari apa
yang disebutnya sebagai public reason. Bagaimanapun, an-Na’im dengan cepat
mengikatnya dalam bingkai konstitusionalisme modern dan prinsip HAM
internasional. Sepintas konsep an-Na’im ini seperti logis dan menyejukkan. la
memberikan angin segar bagi umat Islam untuk menjalankan syari’ahnya.
Apalagi an-Na'im dengan tegas menyatakan bahwa setiap perundangan dan
peraturan publik haruslah = merefleksikan keyakinan dan nilai-nilai
masyarakatnya. Logikanya, jika publik menghendaki penerapan hukum gisas,
hudud, poligami, dan berbagai produk hukum lain yang selama ini dikecam
keras, seharusnya hukum itu diadopsi dan dijadikan peraturan serta hukum
publik. Tapi, ternyata an-Na'im menolak hal tersebut. Karena dalam
penilaiannya, hukum-hukum tersebut bertentangan dengan norma, nilai, dan
prinsip HAM.

Di sini an-Na'im terlihat tidak konsisten. Pada satu sisi ia menginginkan
demokrasi, tapi pada tarikan napas yang sama ia juga bersifat otoriter, karena
memaksakan sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat. an-Na'im juga terlihat
tidak konsisten dalam mengapresiasi prinsip HAM. Apa yang mendorong an-
Na’im mengabsolutkan dan mengidealkan International Convention of Human
Rights. Bukankah ia juga produk pikiran manusia yang dipengaruhi oleh

setting sosial-politik dan kerangka filosofis religius sekuler para pencetusnya.
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Atas alasan apa an-Na’im kemudian menjadikan HAM tersebut memiliki
kekuatan hukum yang mengikat (binding) atas masyarakat dunia lain. an-
Na’im percaya bahwa sebuah hukum harus lahir dari nilai masyarakat itu
sendiri. Pemaksaan convention ini sama dengan pengingkaran atas nilai-nilai
yang diyakini masyarakat. Karena itu, pemikiran an-Na’im semacam ini tidak

cocok diterapkan di negara Muslim, khususnya di Indonesia.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di muka, kiranya dapat
ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan
dalam pemikiran an-Na’im dalam hukum kewarisan beda agama adalah
sebagai berikut:

1. Konsepsi kafir dalam konsep fikih Islam yang disebutkan sebagai penyebab
penghalangnya hak waris semestinya dihapus karena penghalang atas nama
kafir jelas diskriminasi terhadap ahli waris yang berbeda agama. Kafir
dalam bahasa an-Na’im tidak seperti terminologi para ulama klasik yang
terjebak pada terminologi yang tidak adil. an-Na’im menawarkan jalan
keluar yang Islami dengan cara mereformulasikan dan memperbaharui
prinsip-prinsip syariah yakni dengan mencari ayat yang satu dengan ayat
yang lain, menurutnya dalam pendirian syariah haruslah memiliki prinsip
dasar epistemologi yang jelas (memperhatikan sosial, budaya, agama, yang
berbeda-beda) dan hasilnya bisa diterima di berbagai kalangan. Oleh karena
itu diperlukan penafsiran baru agar umat Islam mampu menentukan nasib
sendiri dengan tanpa harus melanggar hak-hak pihak lain. Penafsiran ulang,
bahkan penafsiran total, ketentuan-ketentuan syari’ah dalam al-Qur‘an dan
Sunnah merupakan sebuah keniscayaan.

2. Dalam istinbath hukum, an-Na’im menawarkan konsep nasakh terbalik
yang pernah dicanangkan oleh gurunya Mahmud Muhammad Thaha. Esensi
pendekatan ini adalah membalik proses nasakh itu sendiri. Jika selama ini
ayat Madaniyyah menasakhkan (menghapus) ayat Makkiyah, karena yang
pertama datang lebih dahulu daripada yang kedua, maka an-Naim
mengusulkan agar ayat Makkiyah yang menasakhkan (menghapus hukum)
ayat Madaniyyah. Sebagaimana Taha, an-Na’im berpendapat bahwa ayat-
ayat Makkiyah bersifat general, sementara ayat- ayat Madaniyah bersifat

particular. Ayat-ayat general mengasumsikan universalitas makna atau nilai,
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sementara ayat-ayat partikular mengasumsikan respon sesaat al-Qur’an
terhadap realitas abad ke-7 umat Islam.

3. Indonesia adalah negara nasionalis, bukan negara Islam. Namun, mayoritas
atau sekitar 85% penduduknya adalah muslim. Muslim Indonesia mayoritas
adalah penganut mazhab Syafi’i dalam fikih. Mazhab-mazhab yang
dipahami adalah mazhab yang diproduki oleh ulama klasik. Sementara
hukum Islam yang diterapkan dalam hukum positif Negara, baru terbatas
pada hukum perkawinan dan kewarisan yang penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh peradilan agama. Dalam praktik pembagian hak waris
kepada ahli waris beda agama di masyarakat muslim Indonesia sebagaimana
yang diatur dalam KHI yang diberlakukan di lingkungan PA dengan tetap
mengikuti pendapat Jumhur fugaha yang tidak membolehkan saling
mewarisi antara orang muslim dan non muslim. Maka, solusi yang
ditawarkan Islam adalah dengan melalui wasiat wajibah. Atau alternatif lain
dengan melalui hibah. Pemikiran an-Na’im yang menyatakan bahwasanya
kewarisan beda agama dalam Islam adalah bentuk diskriminasi atas dasar
agama yang mana merupakan titik konflik yang paling serius antara syariah
dengan HAM universal, atau diskriminasi atas dasar agama sebagai salah
satu sebab utama konflik dan perang antar bangsa tidak berlaku di Indonesia
dan tidak bisa diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki

kemajemukan dalam sistem keagamaannya.

B. Saran-saran
Dari seluruh rangkaian hasil kajian di atas, ada beberapa hal yang perlu

dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, antara lain:
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1. Kajian pemikiran nasakh an-Na’im ini perlu diikuti dengan studi-studi lebih
lanjut terhadap pemikiran-pemikiran tokoh lain dan sekaligus dilakukan
perbandingan, sehingga pemikiran masing-masing tokoh dapat dilihat secara
kritis agar ditemukan relevansinya bagi kehidupan sekarang.

2. Dalam rangka pembaruan hukum Islam, kita perlu memasyarakatkan
pandangan bahwa pintu ijtihad itu dapat dilakukan secara parsial. Untuk
menunjang langkah ijtihad secara parsial, tentu diperlukan orang-orang yang

ahli dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu ushul fikih.
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